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ABSTRACT

ROLE OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
(BPBD) IN DISASTER PREPAREDNESS IN BERAU

Yoyon Suprihaji
ysuprihaji@gmail.com

Graduate Program
The Open University

Disaster in Indonesia happens not just in certain areas even in almost every
area experience a disaster for the then Law number 24 in 2007 Section 8 mandates
the establishment of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) at the
provincial, regency / municipality. Accordingly, the government must.issue local
regulations on the handling of the case by the government's Disaster Berau
regency also has BPBD that has stood more than two years.The research aims to
describe and explain the role of the Regional Disaster Management Agency in the
Prevention and Preparedness Disaster in Berau regency in developing,
establishing and inform hazard maps, organize and establish standard overating
procedures for disaster management and preparedness Disaster in Berau district in
controlling the collection and distribution goods. This research is qualitative
descriptive research. Informants in the research staff of the Regional Disaster
Management Agency of Berau District as many as 3 people and 2 community
leaders and 2 people of the community. Sources of information and determination
of informants in this study using purposive sampling method. Data analysis in this
research is data reduction, Data presentation, and Conclusion (verification).The
result of the research shows that the BPBD of Berau Regency has not been
optimal in implementing its role in informing disaster prone areas to the
community because not all villages have information on disaster prone areas.
Information is prioritized on villages that are located in disaster prone areas.
Dissemination and information of disaster prone-areas that have been done have
not yet used the vulnerable map made by BPBD of Berau Regency which is an
early benchmark for determining a disaster prone area, but using disaster-prone
maps made by BPBD East Kalimantan Province, Berau District BPBD in the face
of disaster Occurred still using the guidebook of BNPB, it is done because the
fixed procedures or SOP made BPBD Berau District is still in the process of
preparation and has not been established so can not be used as a reference in the
face of disasters and BPBD Berau District in the distribution of relief goods in the
event of disaster Has been done and has been distributed by coordinating with the
head of the village and the RT and the local community. :

Keywords: Role BPBDs, Preparedness, Disaster
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ABSTRAK

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN DI KABUPATEN BERAU

Yoyon Suprihaji
ysuprihaji@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Bencana di Indonesia terjadi bukan di daerah tertentu saja bahkan hampir
di setiap daerah mengalami bencana, untuk itu maka Undang-undang nomor 24
tahun 2007 Pasal 8 di dalam mengamanatkan dibentuknya Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat Provinsi, Kabupaten /
kotamadya. Sesuai dengan. hal tersebut maka pemerintah .daerah harus
mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan Bencana demikian
halnya dengan pemerintah Kabupaten Berau juga telah memiliki BPBD yang telah
berdiri kurang lebih dua tahun ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
dan menjelaskan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kebencanaan di Kabupaten Berau dalam
menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun
dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, dan Kesiapsiagaan
Penanganan Bencana di Kabupaten Berau dalam mengendalikan pengumpulan
dan penyaluran barang. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Informan dalam penelitian pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Berau sebanyak.3 orang dan 2 orang tokoh masyarakat serta 2 orang
warga masyarakat. Sumber Informasi dan penentuan informan dalam penelitian
ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dalam penelitian
adalah Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau belum optimal
melaksanakan perannya dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada
masyarakat karena belum seluruh kampung mendapatkan informasi daerah rawan
bencana. informasi lebih diprioritaskan pada kampung-kampung yang memang
berada pada daerah rawan bencana. Sosialisasi dan informasi daerah rawan
bencana yg dilakukan belum menggunakan peta rawan yang dibuat BPBD
Kabupaten Berau yang merupakan patokan awal untuk menentukan suatu daerah
dikategorikan rawan bencana, tetapi menggunakan peta rawan bencana yang
dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur, BPBD Kabupaten Berau dalam
hal menghadapi bencana yang terjadi masih menggunakan buku petunjuk dari
BNPB, hal tersebut dilakukan karena prosedur tetap atau SOP yang dibuat BPBD
Kabupaten Berau masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan sehingga
belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi bencana yang terjadi dan
BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana
sudah dilakukan dan sudah didistribusikan dengan melakukan koordinasi dengan
kepala kampung dan para RT serta masyarakat setempat.

Kata Kunci: Peran BPBD, Kesiapsiagaan, Kebencanaan
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 33.292,55 Km?2 yang terdiri
dari daratan 21.951,71 Km2 dan lautan 11.962,42 Km2. Letak Kabupaten
Berau tidak jauh dari garis Khatulistiwa dengan posisi antara 116° sampai
dengan 119° Bujur Timur dan 1° Lintang Utara sampai dengan 2°33’ Lintang
Utara. Dari luasan wilayah tersebut sebagian besar berupa dataran bukit,
gunung dan jurang. Secara administratif Kabupaten Berau terbagi dalam 13
wilayah kecamatan, 10 kelurahan dan 100 kampuang.

Beragam ancaman di Kabupaten Berau di antaranya adalah banjir,
kekeringan, putting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan, berpotensi
juga terhadap kebakaran pemukiman dan lahan perkebunan serta wabah
penyakit.

Dengan kondisi tersebut di atas dan adanya paradigma baru terkait
penanggulangan bencana yang mengedepankan pengurangan risiko bencana,
Pemerintah Kabupaten Berau membentuk Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupafen Berau Nomor ‘15 Tahun 2013
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah
Kabupaten Berau dan  Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau

dibentuk sejak akhir tahun 2014 tepatnya adalah pada 3 Nopember 2014.
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau memiliki

Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya penanggulangan bencana di Kabupaten Berau secara
cepat dan tepat. Dalam rangka mencapai visi tersebut Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau telah melakukan
sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi bencana, walaupun
dalam pelaksanaan sosialisi tersebut belum maksimal atau merata,
dikarenakan minimnya anggaran yang ada untuk pelaksanaan kegiatan

sosialisasi tersebut.

2. Misi

a. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan yang terencana.
b. Mewujudkan tanggap darurat yang terpadu.
¢. Meningkatkan pasca bencana yang responsif.

Lembaga BPBD membantu Leading Sektor Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan

bencana, sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, yang meliputi:

1.

Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terken_a
bencana sesuai denggn stindar pelayanan minimum

Perlindungan masyarakat dari dampak bencana

Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana

dengan program pembangunan
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4, Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang

memadai.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Berau sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2013 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2008
tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Berau
dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau, merupakan implementasi Pasal 5,
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Berau yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada Bab
IlI, bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam
mewujudkan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan
bencana, sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan

empat aspek, meliputi:
1. Sosial,ekonomi, dan budaya masyarakat
2. Kelestarian lingkungan hidup
3. Kemanfaatan dan efektifitas
4. Lingkup Luas Wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi:

a. Prabencana

b. Saat Tanggap Darurat

c. Pasca bencana
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Atas dasar kondisi ideal yang diinginkan dalam kurun waktu 5 tahun
ke depan, maka Visi Pex__mnggu]angan Bencana Kabupaten Berau 2015-2019
adalah: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Berau yang siap siaga, tanggap
dan tangguh dalam menghadapi bencana”. Masyarakat yang siap siaga, yaitu
masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keberanian untuk
bertindak dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang tanggap, yaitu
masyarakat yang cepat merespon dan bertindak terhadap gejala yang timbul
dari ancaman bencana. Masyarakat yang tangguh, yaitu masyarakat yang
memiliki kemampuan pisik dan psikis dalam menghadapi dan menanggulangi
bencana.
1. Sistem Penanggulangan Bencana
Sistem Indonesia menyadari bah_wa masalah kebencanaan harus
ditangani secara serius sejak terjadinya gempa bumi dan disusul tsunami
yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada akhir 2004. Kebencanaan
merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan muiti dimensi.
Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap ‘tahun,
pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan
diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah nrusan semua pihak.
Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan
bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain:
a. Legislasi
Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan

Bencana. Produk hukum di bawahnyz antara lain Peraturan Pemerintah,
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Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan
daerah.
. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal.
Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana {(BNFPB)
merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara
itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota adalah Badan Pepanggulangan Bencana Daerah
(BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan
lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran perahgpulangan
bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional
(Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan

tinggi, media dan lembaga internasional.

. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi
melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung
Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan
bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedl_llian dan keseriusan
Pemerintah Indonesia terhadaj) masalah bencana sangat tinggi denpan
dibuktikan dengan penganggaran j;rang signifikan khususnya untuk
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan
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bencana di Indonesia, yang berasal dari dari beberapa sumber baik dari
pemerintah maupun swasta, antara lain :

1. Dana DPA (APBD)

2. Dana APBN

3. Dana yang bersumber dari swasta dan masyarakat

4, Dana dukungan komunitas internasional

2. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana BPBD

Struktur organisasi unsur pelaksana BPBD terdiri atas:

1.

2.

3.

4.

5.

a.

Kepala pelaksana;

Sekretariat unsur pelaksana;

Bidang Kesiapsiagaan;

Bidang Kedaruratan dan logistik
Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana

1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menjalankan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sehari-hari.

2} Uraian tugas pokok Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. .mélaksanak'an penyusunan rencana dan program kerja;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana program kerja;

c. menjabarkan kebijakan umum BPBD serta menyelenggarakan
administrasi berdasarkan kewenanpgan;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
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¢. menilai prestasi kerja bawahan;
f. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/kota;
g. melakukan penpgendalian terhadap pelayanan umum;
h. membina bawahan dalam pencapaian program;
i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
j. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
k. melaksanakan sistem pengendalian intern;
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
Kepala Badan; dan
m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 kepala pelaksana menyelenggarakan fungsi, meliputi:
a. Tahap prabencana:
1) mengkoordinasikan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana
dengan SKPD terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat;
2) melakukan pengendalian administrasi, sumberdaya dan kerjasama
dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana;
3) menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana
kepada masyarakat;
4) menyampaikan infofmasi peta Tawan bencana kepada masyarakat
yang tinggél di daerah rawan bencana;
5) memasang petunjuk tentané rambu-rambu evakuasi penyelamatan
sesuai dengan karakterisik bencana di tempat-tempat rawan

bencana;
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7

8)
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menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan, pelatthan dan

keterampilan berbasis masyarakat dalam mewujudkan masyarakat

sadar bencana;

mempersiapkan dan menyusun materi laporan bulanan kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kondisi normal
untuk disampaikan kepada Bupati; dan

melakukan pemantauan dan pengontrolan terhadap penguasaan dan
pengelolaan sumberdaya alam, dan penggunaan teknologi yang
secara tidak langsung berpotensi menjadi sumber ancaman

bencana.

b. Tahap tanggap darurat:

1)

2)

3

&)

5)

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanpgulangan bencana
dalam wilayahnya dengan SKPD terkait, lembaga nonpemerintah,
dan pemangku kepentingan;

melakukan pengendalian administrasi, sumberdaya dan kerjasama
dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam
wilayahnya;

mempersiapkan dan menyusun materi laporan harian kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam wilayahnya
untuk disampaikan kepada Bupati

mengurus perizinan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dana
dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;

melakukan pengerahan sumberdaya manusia untuk memberikan

pertolongan dalam rangka penyelamatan korban bencana; dan
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6) menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan dasar berupa air
berih, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan
psikososial, penampungan dan tempat hunian bagi korban bencana.

c. Tahap pasca bencana:

1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi dengan SKPD terkait, dan melibatkan unsur organisasi
nonpemerintah, dan masyarakat;

2) melakukan pengendalian administrasi, sumberdaya dan kerjasama
dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
penanggulangan bencana dalam wilayahnya;

3) menginventarisasi dan mengidentifikasi korban bencana yang
diprioritaskan mendapat bantuan uang dan/atau barang;

4) menyalurkan bantuan sosial untuk pemulihan korban bencana;

5) menyusun laporan pertanggungjawaban pengpunaan uang
dan/barang sumbangan/bantuan nasional dan internasional; dan

6) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
penanggulangan bencana yang diterima dari APBN atau APBD.

b. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Unsur Pelaksana
1. Sekretariat unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.

2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok

membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan,
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pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan

sumberdaya serta kerjasama.

. Uraian tugas pokok sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. membuat rencana dan program kerja;

b. mengkootdinasikan rencana kegiatan Badan dalam menyusun
program kerja;

c. mengkoordinasikan para kepala Sub Bagian;

d. menilai prestasi kerja bawahan;

e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian;

f. melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;

g. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum
dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan Badan;

h. merangkum laporan sekretariat dan bidang berkaitan dengan
keuangan, kepegawaian dan barang;

i. menyusun langkah penyempurnaan kegiatan;

j. melaksanakan sistem pengendalian intern;

k. melaksanakan tupas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan .

1. melaporkan hasil i)elaksanaali tugas. kepada Kepala Badan melalui
kepala pelaksana.

. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Badan;
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f.
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. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis

Badan;

pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan
peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana,
kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah

tangga Badan;

. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di

lingkungan Badan;
fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan; dan

pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan.

5. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membawahkan:

a.

b.

C.

Sub bagian umum, yang dipimpin oleh kepala sub bagian;
Sub bagian perencanaan dan pelaporan yang dipimpin oleh kepala
sub bagian; dan

Sub bagian keuangan yang dipimpin oleh kepala sub bagian.

6. Kepala sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;

b. memberikan petunjuk kepada bawahan;

c. menilai prestasi kerja bawzhan;

d. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang bergerak

dan/atau tidak bergerak serta menyiapkan usulan penghapusannya;
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memelihara, menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan
lingkungan kantor serta melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan
Badan;

mengelola urusan administrasi surat menyurat;

melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
melaksanakan sistem pengendalian intern;

melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan;
N i

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

. Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan Sub Bagian;

memberikan petunjuk kepada bawahan;

menilai prestasi ketja bawahan;

mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan
kegiatan Badan;

menyiapkan bahan telahan, kajian dan analisis organisasi dan
ketatalaksanaan Badan;

menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum serta
menghimpun peraturan pa@dmgQdegm yang berlaku;
mengkompilasi bahan dan menyususn Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (LAKIP),

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan program;
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melaksanakan tugas kedinasan lainya yang ditugaskan oleh atasan;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

8. Kepala sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

b.

C.

memberikan petunjuk kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan anggaran;

mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kegja
anggaran Badan;

melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;

menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan
Rencana Stratejik (Renstra) Badan;

menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
keuangan;

melaksanakan penatausahaan keuangan;

melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
melaksanakan pengawasan keuangan;

melaksm sistem pengendalian intern;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
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¢. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesiapsiagaan

1. Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.

2. Kepala Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan

kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

3. Uraian tugas pokok Kepala Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. menyusun rencana dan program Kerja;

b.

C.

memberikan petunjuk kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan;

. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam

pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana
serta pemberdayaan masyarakat; |

menyiapkan bahan peruxhﬁsan kebijakaﬁ program sistematisasi data
dan informasi dalam penanganan bencana;

melaksanakan sistem pengendalian intern;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

dan
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bidang Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

a.

perumusan kebijjakan umum daerah di bidang penanggulangan

bencana daerah pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

. pengkootdinasian dan pelaksanaan kebijakan umum daerah di

bidang penanggulangan bencana daerah pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat;
pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

daerah pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

5. Kepala Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (1) membawahi:

a.

b.

Seksi Pencegahan yang dipimpin oleh kepala seksi; dan

Seksi Kesiapsiagaan, yang dipimpin oleh kepala seksi.

6. Kepala Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana dan program kerja;

memberikan petunjuk kepada bawahan;

. menilai prestasi kerja bawahan;

melaksanakan indentifikasi dan inventarisasi informasi, sumber dan

bahaya ancaman bencana;
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melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
informasi, survey dan pendataan sumber dan bahaya ancaman
bencana;

melaksanakan tugas-kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

. Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1)

huruf b mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja;

b.

C.

memberikan petunjuk kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan;

. melaksanakan koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi dalam

pelaksanaan penanggulangan bencana pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana
serta pemberdayaan masyarakat;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan program sistematisasi data

dan informasi dalam penanganan bencana;

. melaksanakan sistem pengendzlian intern;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
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d. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik

1. Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf d, dipimpin olch Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Pelaksana.

2. Kepala Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
pada pada saat tanggap darurat.

3. Uraian tugas pokok kepala bidang Kedaruratan dan Logistik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi;

c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

d. menilai prestasi kerja bawahan;

¢. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan
bawahan,

f. menginventarisasi data kerusakan akibat bencana;

g. menginventarisasi jumlah kerugian akibat bencana;

h. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban akibat bencana,

i. mengkoordinasikan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
korban akibat bencana;

j. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
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k. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di
bidang penanggulangan bencana padg saat tanggap darurat dan
penanganan pengungsi;

l. mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang bencana pada
pascabencana dengan instansi teknis terkait dan masyarakat serta
lembaga terkait;

m. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di
bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

n. melaksanakan sistem pengendalian intern;

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan;

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelengparakan |

fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana
daerah pada saat tangéap darurat dan penanganan pengungsi;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum daerah di
bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan
penanganan pengungsi,

¢. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat;

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana

pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
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e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat dan penanganan pengungsi.

. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) membawahi:

a. Seksi Kedaruratan, yang dipimpin oleh kepala Seksi; dan

b. Seksi Logistik dan Penanganan Pengungsi, yang dipimpin oleh
kepala Seksi.

. Kepala Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a mempunyai tugas:

a. memberikan petunjuk kepada bawahan;

b. menilai prestasi kerja bawahan;

¢. melakukan identifikasi secara tepat dan cepat mengenai cakupan
lokasi bencana;

d. melakukan identifikasi secara tepat dan cepat mengenai jumlah
korban bencana;

e. melakukan identifikasi secara tepat dan cepat mengenai kerusakan
sarana dan prasaraana, gangguan pelayanan umum dan
pemerintahan;

f. melaksanakan sistem pengendalian intern;

g melaksanakén tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh
atasan;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
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7. Kepala Seksi Logistik dan Penanganan Pengungsi dimaksud pada ayat

(1) huruf b mempunyai tugas:

a. memberikan petunjuk kepada bawahan;

b.

C.

h.

menilai prestasi kerja bawahan;
melaksanakan pendistribusian logistik pada saat tanggap darurat

dan penanganan pascabencana;

. mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan

dan logistik untuk penyelamatan pengungsi;

. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan di bidang penanganan pengungsi;

melaksanakan sistem pengendalian intern;

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh

atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

e. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

1. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah

dan bertangpung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala

Pelaksana.

2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyaj tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan

kebijakan umum daerah di bidang penanggulangan bencana daerah

pada pada tahap pascabencana.
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3. Uraian tugas pokok kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

ay

b. memberikan petunjuk kepada bawahan;

¢. menilai prestasi kerja bawahan;

d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan
bencana pada saat paéca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
dengan instansi terkait, lembaga, dan masyarakat;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan
rekonstruksi dalam penanggulangan pascabencana;

g. melaksanakan sistem pengendalian intern;

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2), Kepala  Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan Kkebijakan umum daerah di bidang penanggulangan
bencana pada pascabencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang

penanggulangan bencana pada pascabencana;
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c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada pascabencana; dan

d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan mum di bidang penanggulangan bencana pada
pascabencana.

. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaitnana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) membawabhi:

a. Seksi Rehabilitasi, yang dipimpin oleh kepala Seksi; dan

b. Seksi Rekonstruksi, yang dipimpin oleh kepala Seksi.

. Kepala Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mempunyai tugas:

&. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b. memberikan petunjuk kepada bawahan;

¢. menilai prestasi kerja bawahan

d. melaksanakan koordinasi pélaksanaan di bidang penanggulangan
bencana pada saat rehabilitasi dengan instansi terkait, lembaga dan
masyarakat;

e. melakukan ienventarisasi dan analisis kerusakan dan Kerugian
bidang sosial ekonomi dan budaya myMt akibat bencana;

f. melakSanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan di bidang rehabilitasi;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dalam
penanganan pascabencana;

h. melaksanakan sistem pengendalian intern;




i
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melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b.

C.

i.

memberikan petunjuk kepada bawahan;

menilai prestasi kerja bawahan;

. melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan

bencana pada saat rekonstruksi pascabencana dengan instansi terkait,
lembaga dan masyarakat;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan bidang rekonstruksi dalam penanganan pascabencana;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi
dalam penanganan pascabencana;

melaksanakan sistem pengendalian intern;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan;
dan

melaporkan hasi! pelaksanaan tugas kepada Xepala Bidang;

3. Keadaan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

a.Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

Karakteristik  tingkat pendidikan pada Pegawai Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau, dapat dilihat pada

tebel berikut ini:
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Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

No Nama Jumlah Persentase
SMP 4 Orang 11,8 %
2 | SMA 6 Orang 17,6 %
Diploma Tiga 2 Orang 5,9%
4 [ Strata Satu 18 Orang 52,9 %
5 | Strata Dua 4 Orang 11,8 %
Total 34 Orang 100%

Sumber: Profil BPBD Kabupaten Berau, 2017

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau
mayoritas sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Hal ini tentunya
pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan yang banyak, sehingga
dengan pendidikan da'nA pengetahuan yang dimiliki tentu dapat melakukan
perencanaan atau pelaksanaan penanggulangan bencana secara
terkoordinasi, sehingga dampak bencana pada masyarakat dapat segera
teratasi.

. Pangkat dan Golongan Pegawai BPBID Kabupaten Berau

Karakteristik Pangkat/Golongan Pegawai Badan Penanggulangan

Bencana Dacrah (BPBD) Kabupaten Berau, dapat dilihat pada tebel

berikut ini:




43029.pdf

76

Tabel 4.2

Pangkat/Golongan Pegawai BPBD Kabupaten Berau

No Pangkat/Golongan Jumlah
1 |I/b 4 Orang
2 |/ 3 Orang
3 |10/ 3 Orang
4 |II/a 1 Orang
5 [II/b 2 Qrang
6 [/ 3 Orang
7 {10/ 9 Orang
§ |IV/a 3 Orang
9 [IV/c 1 Orang
10 | Honorer 7 Orang

Sumber: Profil BPBD Kabupaten Berau, 2017

Pangkat dan golongan pegawai Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Berau sudah memadai, dikarenakan mereka yang
memiliki pangkat golongan yang tinggi, tentunya mampu mengatur atau
merencanakan tindakan untuk menghadapi bencana, baik sebelum terjadi,
saat terjadi maupun setelah terjadi. Namun pegawai Badan
Penangpulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau yang memiliki tingkat
golongan rendah yang merupakan tenaga dalam hal penanggulangan
bencana masih kurang. Hal ini dikarenakan untuk menanggulangi bencana
dibutuhkan tenaga lapangan yang banyak dan terlatih dalam menghadapi
bencana yang sewaktu waktu dapat terjadi.

4, Struktur Organisasi

BPBD Kabupaten Berau dipimpin oleh seorang kepala pelaksana
yang membawahi satu sekretaris dan tiga kepala bidang. Sekretaris
membawahi tiga sub bagian, yaitu Sub bagian perencanaan, sub bagian
keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian, sedangkan setiap bidang

membawahi masing-masing dua kepala seksi, yaitu pada bidang
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kesiapsiagaan membawahi seksi kesiapsiagaan, pada bidang kedaruratan

dan logistik membawahi seksi kedaruratan dan logistik sedangkan pada

bidang rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi seksi rehabilitasi dan seksi

rekonstruksi.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Berau

Kepala

Sekretaris

|

! }

Kasubbag
Percncanaan

Kasubbag Kasubbag
Keuangan Umum
Kepegawaian

A4

'

BIDANG BIDANG KEDARUTAN BIDANG REHABILITASI
KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK DAN REKONTRUKSI
SEKSI PENCEGAHAN SEKSI KEDARURATAN SEKSI REHABILITASI
SEKSI KESIAPSIAGAAN SEKSI LOGISTIK SEKSI REKONSTRUKSI
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5. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini karakteristik informan yang ingin diketahui

adalah umur, tingkat pendidikan dan masa kerja. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Informan
No Karakteristik Responden Jumlah  [Persentase
Umur
1 20-35 tahun 0 0%
2 36-40 tahun .0 0%
3 > 40 tahun 7 100%
Jumlah 7 100%
Tingkat Pendidikan
1 SMA 4 40%
2 Diploma (D3) - -
3 Sarjana (S1) 3 60%
4 Pasca Sarjana (82) 0%
Jumlah 7 100%
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Masa Kerja Pegawai
1 5-10 tahun 0 0%
2 11-15 tahun 1 33%
3 16-20 tahun 2 67%
Jumlah 3 100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Dari tabel 4.3 di atas seluruh informan berusia lebih 40 tahun, jika
dilihat d;n segi usia tentunya pegawai sudah memiliki pengalaman kerja
yang cukup lama, sehingga mereka memahami tugas pokok dan fungsinya
masing-masing, dua orang tokoh masyarakat juga berusia lebih dari 40 tahun
dan dilihat dari tingkat pendidikan sebanyak 3 (60%) berpendidikan Sarjana
(81) di mana pegawai sudah memiliki pendidikan yang tinggi memiliki
pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya dan mereka mengetahui apa yang
menjadi tugasnya, serta dilihat dari masa kerja sebanyak 1 (33%) dengan
masa kerja 11-15 tahun dan sebanyak 2 (67%) memiliki masa kerja 16-20
tahun, di mana dengan masa Kerja yang lama menjadikan kemampuan
pegawai lebih meningkat, sehingga dalam pelaksanaan peketjaan yang
dilakukan pegawai dapat memahami tentang tugas yang menjadi tanggung
jawab mereka. Sedangkan informan yang empat orang lainnya adalah tokoh

masyarakat dan warga masyarakat yang pekerjaannya adalah dua orang petani

dan dua orang lainnya sebagai wiraswasta.
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B. Hasil

Pengumpulan data penelitian melalui metode wawancara mendalam
dan observasi dilaksanakan sejak tanggal 16 sampai dengan 21 Januari 2017
kepada pegawai BPBD di Kantor BPBD Kabupaten Berau dan kepada tokoh
masyarakat dan warga masyarakat di Kampung Tumbit Melayu dan Kelurahan
Gunung Tabur.

Peran BPBD Kabupaten Berau selama ini belum berjalan dengan
optimal dikarenakan penyampaian informasi daerah rawan bencana kepada
masy;akat di kecamatan maupun di kampung-kampung belum dapat
dilaksanakan secara keseluruhan di semua wilayah atau daerah di Kabupaten
Berau, hal ini juga dikarenakan belum dibuatnya peta rawan bencana di
Kabupaten Berau. Jadi Penyampaian informasi kepada masyarakat masih
berdasarkan peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan
Timur secara umum. Hal ini dikarenakan masih terhambat dengan pendanaan
yang masih belum tersedia untuk penyusunan peta rawan bencana di
Kabupaten Berau. Sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi rawan
bencana secara spesifik berdasarkan peta rawan bencana, walapun dalam
pelaksanaannya BPBD Kabupaten Berau telah mensosialisasikan daerah
rawan bencana yang ada di Kabupaten Berau kepada masyarakat yang
lokasinya merupakan rawan bencana.

BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki prosedur yang jelas atau
sudah memiliki aturan dalam hal menghadapi bencana di lapangan yang
tertera pada buku petunjuk dalam menghadapi bencana yang terjadi maupun

yang akan terjadi, namun buku petunjuk tersebut masih dari pusat sedangkan
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prosedur tetap atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat sendiri
oleh BPBD Berau masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan,
sehingga dafam pelaksanaan kegiatan kebencanaan masih mengacu pada
prosedur yang diberikan oleh BNPB.

Dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana BPBD
Kabupaten Berau sudah melaksanakannya dan sudah mendistribusikan dengan
melakukan koordinasi kepada kepala kampung dan para RT serta masyarakat
setempat. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian masih sering ditemukan
m;syarakat yang kurang memahami peran atau tugas BPBD Kabupaten Berau
yaitu masyarakat sering menganggap petugas terkadang lambat dan tidak
merata dalam hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat apabila terjadi
bencana.

Hasil penelitian disajikan sesuai dengan permasalahan dan ftujuan

penelitian adalah sebagai berikut :

. Peran BPBD Kabupaten Berau dalam menginformasikan daerah rawan
bencana kepada masyarakat

Hasil penelitian tentang peran BPBD Kabupaten Berau dalam
menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, selama ini
BPBD Kabupaten Berau belum menyusﬁn dan menetapkan peta rawan
bencana di Kabupaten Berau dan BPBD Kabupaten Berau hanya
menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan
peta atau lokasi yang dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan
pemberian informasi daerah rawan bencana dilaksanakan melatui sosialisasi

kebencanaan di masyarakat yang bertempat dibalai kampung yang dihadiri
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oleh aparat kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah
dibuat oleh bidang kesiapsiagaan dan berkoordinasi dengan aparat kampung.
Walaupun belum dilaksanakan di seluruh kampung yang ada di Kabupaten
Berau, namun masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi tentang daerah
rawan bencana terutama wilayah yang merupakan daerah yang sangat rawan
terjadinya bencana, dapat menerima dan memahami apa yang akan dilakukan
bila suatu saat terjadi bencana di daerah tersebut. Berkenaan dengan hal
tersebut Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
Kabupaten Berau Bapak M mengatakan bahwa:

“BPBD Kabupaten Berau memang belum menyusun peta rawan bencana dan
juga yang pasti belum menetapkannya untuk dapat diinformasikan kepada
masyarakat, Hal ini dikarenakan minimnya anggaran dalam penyusunan peta
tersebut, di mana dana yang dibutuhkan sangat besar karena harus ada
anggaran untuk konsultan dalam pemetaan rawan bencana.Sedangkan
anggaran yang ada di tahun ini adalah hanya sebesar 2,3 Milyar, lebih rendah
dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2015 anggaran yang ada adalah 8,3
Milyar Namun anggaran tersebut sudah terserap untuk pengadaan mobil
pemadam yang memang sangat mendesak, serta sudah terserap untuk
berbagai macam kegiatan yang lainnya. Begitu juga anggaran di tahun 2017
ini tidak ada peningkatan, kembali lagi mendapatkan anggaran sebesar 2,3
milyar. Sedangkan untuk penyusunan peta rawan memerlukan anggaran
sebesar sekitar tujuh ratus juta dan alokasi angparan yang ada untuk tahap
kesiapsiagaan hanya lebih kurang 140 juta. Selain itu juga belum ada pegawai
BPBD yang bisa atau mampu untuk membuat peta rawan bencana sesuai
dengan pedoman. Setiap menyusun rencana kerja anggaran tahunan kami
selalu memasukkan rencana anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana
di Kabupaten Berau, namun setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran
disyahkan, anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana tersebut belum
disetujui. Walaupun kami sudah menganalisis ke bagian perencanaan daerah
saat asistensi begitu pentingnya sebuah peta rawan bencana, yang merupakan
dasar dari pada kami bekerja, namun realisasinya belum bisa dilaksanakan
Sementara ini yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah peta rawan
bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan dan hal itu pun masih
belum menyeluruh ke semua kampung yang ada di Kabupaten Berau, Timur
terutama kita sosialisakan pada masyarakat yang memang daerahnya
merupakan rawan bencana. Biasanya jadwal sosialisasi sudah dibuat dan
berkoordinasi dengan aparat kampung untuk pelaksaan sosialisasi daerah
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rawan bencana yang dilaksanakan dibalai kampung setempat. Dengan adanya
sosialisasi tersebut masyarakat semakin memahami dan tahu apa yang harus
dilakukan bila nantinya terjadi bencana. Terutama pada daerah rawan
bencana banjir, sudah dimulai untuk mengantisipasi hal tersebut dengan
membangun rumah panggung.sehingga bila terjadi banjir mereka masih
merasa aman, karena rumahnya tidak sampai terndam banjir walan
lingkungan terendam banjir.” (Wawancara Senin, 16 Januari 2017)

Dengan alasan anggaran yang kurang sehingga BPBD Kabupaten
Berau masih belum menyusun atau membuat peta rawan bencana, yang
sebenarnya merupakan patokan awal dalam melakukan pekerjaan dalam
kesiapsiagaan dan juga belum ada pegawai BPBD Kabupaten Berau yang
mampu untuk menyusun sendiri peta rawan bencana. Di mana disebutkan
bahwa anggaran yang ada di BPBD pada setiap tahun adalah sebesar 2,3
Milyar, yang sudah dialokasikan untuk seluruh kegiatan yang ada di BPBD.
Sedangkan anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana adalah sebesar
tujuh ratus juta rupiah. Sehingga dalam melaksanakan pemberian informasi
daerah rawan bencana kepada masyarakat masih menggunakan peta rawan
bencana yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur.

Hasil wawancara ini didukung juga dengan hasil wawancara
pegawai BPBD Kabupaten Berau Kepala Seksi Pencegahan Bapak D yang
mengatakan walaupun belum menyusun peta rawan bencana namun sudah
melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi dacrah rawan bencana
kesiapsiagaan dalam hal menghadapi bencana, baik sebelum bencana, saat
bencana, maupun setelah bencana. Berikut kutipan hasil wawancara yang
telah peneliti lakukan:

“Dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat
BPBD Kabupaten Berau masih menggunakan peta rawan bencana yang

dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur. BPBD Kabupaten Berau
memang belum menyusun dan menetapkan peta rawan bencana, akan tetapi
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kita ada penanganan sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca
bencana. Atas dasar geografis Kabupaten Berau yang rawan akan bencana.
Walaupun belum juga ditetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan
bencana. Namun Untuk fungsi komando BPBD ini memegang
pucuk pimpinan pada saat terjadi bencana, kalau tidak terjadi bencana kita
tidak berhak untuk itu. Fungsi Pelaksana misalkan kita mendapatkan
alokasi dana dari APBD kita langsung melaksanakan saja secara
administrasi. Adapun hambatan dalam penyusunan peta rawan bencana
adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk itu, di mana setiap
mengusulkan anggaran untuk penyusunan peta selalu ditolak, mungkin ini
hal yang dianggap belum penting oleh bagian anggaran pemerintah
kabupaien Berau padahal Peta rawan ini sangat penting, karena merupakan
dasar kita dalam melaksanakan tugas kebencanaan” (Wawancara Selasa, 17
Januari 2017)

Hasil wawancara ini sejalan juga dengan hasil wawancara dengan
pegawai BPBD Kabupaten Berau Kepala Seksi Kesiapsiagaan, yaitu Bapak
R yang mengatakaxi bahwa sudah mcla}cukan persiapan menghadapi
bencana walaupun belum menyusun peta rawan bencana. Berikut kutipan
hasil wawancara yang telah dilakukan:

“BPBD Berau memang belum mempunyai peta rawan bencana, namun
demikian BPBD Berau sudah melakukan kesiapsiagaan karena secara
makronya ada bencana alam, non alam dan sosial, khususnya yang
dilakukan tindakan kedaruratan bencana yang terjadi di Kabupaten kita, kita
melakukan kegiatan-kegiatan ketanggapdaruratan seperti pertolongan dan
evakuasi bila tejadi banjir dan juga tanah longsor, pertolongan pada
kecelakaan di air hingga melakukan pencarian korban bencana, memberikan
kebutuhan pokok dan sandang , hanya selama ini untuk bantuannya sendiri
terbatas. Kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang
daerah rawan bencana terutama pada masyarakat yang memang daerahnya
merupakan rawan bencana. Dilaksanakan biasanya terlebih dahulu
berkoordinasi dengan kepala kampung, sehingga pada saat pelaksanaan,
jumlah masyarakat yang hadir dapat Iebih banyak.” (Wawancara Rabu, 18
Januari 2017).

Kedua kepala seksi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan juga
mengatakan belum pernah menyusun peta rawan bencana, walaupun pada

pelaksanaannya telah menyampaikan kondisi maupun daerah yang dianggap
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rawan terhadap bencana yang ada di Kabupaten Berau melalui sosialisasi
penyebaran informasi bencana kepada masyarakat di beberapa kampung,
karena memang belum selurch kampung diberikan informasi tentang daerah
rawan bencana.

Sementara itu tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kabupaten
Berau mengatakan bahwa petugas BPBD Kabupaten Berau sudah pernah
menyampaikan kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana. Berkenaan
dengan hal tersebut Bapak A selaku tokoh masyarakat di Kampung Tumbit
Melayu menegaskan sebagai berikut :

“kami pernah diberikan informasi tentang daerah rawan bencana, melalui
sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas dari BPBD dibalai kampung kami,
penyampainya menginformasikan tentang lokasi rawan bencana kepada
masyarakat, terutama di daerah kami yang memang merupakan daerah rawan
banjir. Kami juga diberikan informasi tentang bencana dan bagaimana
menghadapinya, sehingga dengan adanya informasi tersebut kami akan siap
dalam hal menghadapi bencana yang sewaktu waktu dapat terjadi”
(Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Hal senada juga dikemukakan Bapak B salah seorang warga masyarakat
Kampung Tumbit Melayu yang menyatakan bahwa :

“Saya pernah mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan yang disampaikan
oleh BPBD Berau. Petugas BPBD menyampaikan tentang daerah rawan
bencana yang ada di Kabupaten Berau. Pada saat sosialisasi yang saya ikuti
disampaikan tentang daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, terutama di
tempat kami yang memang rawan sekali terjadi banjir, bahkan setiap tahun
selalu saja ada banjir yang membuat gagal panen. Petugas juga
menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya banjir para warga
dihimbau untuk meninggikan bangunan rumah atau membuat rumah
panggung, sechinnga bila terjadi banjir rumah tidak terendam, kami juga sudah
membuat rumah yang tiggi dari tanah, sehingga pada saat banjir, air tidak
sampai masuk rumah, namun semua tanaman rusak akibat banjir yang tidak
bisa kita hindari” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)
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Dari wawancara dengan tokoh dan warga masyarakat tersebut dapat
diketahui bahwa BPBD Kabupaten Berau belum memiliki peta rawan bencana
yang bisa disampaikan atau disebarkan kepada seluruh masyarakat di
Kampung Tumbit Melayu Kabupaten Berau, namun sudah menyampaikan
informasi tentang daerah rawan bencana kepada masyarakat berdasarkan peta
rawan bencana dari BPBD Propinsi Kalimantan Timur. Kondisi yang sama
juga terjadi di wilayah Kelurahan Gunung Tabur, sebagaimana yang
dinyatakan oleh tokoh masyarakat serta warga masyarakat Gunung Tabur.
Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak E yang menyatakan sebagai
berikut :

“yang saya tau pada saat penyampaian sosialisasi tentang bencana di
kelurahan oleh pegawai BPBD Berau, kita diberitahu tentang lokasi-lokasi
rawan bencana di Berau ini, di daerah kami juga rawan terhadap bencana,
terutama bencana kebakaran rumah atau pemukiman dan juga bencana
longsor juga banjir, karena wilayahnya merupakan daerah pertambangan batu

bara, yang suatu saat lubang-lubang bekas galian tersebut bisa saja jebol dan
mengakibatkan banjir bandang.” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Hal yang sama juga dinyatakan Bapak G warga masyarakat Gunung
Tabur yang menegaskan bahwa :

“Di Kelurahan pernah diadakan sosialisasi tentang bencana oleh BPBD Berau.
Waktu itu disampaikan informasi tentang daerah rawan bencana, BPBD
menyampaikan bahwa ada daerah-daerah di Berau ini yang rawan terhadap
bencana, seperti banjir, tanah longsor, bahkan ada angin putting beliung yang
memang pemah terjadi di Berau yang menghancurkan beberapa rumah di
wilayah Sambaliung. Ada juga bencana yang lain tapi yang paling sering
adalah kebakaran hutan dan lahan serta perumahan, seperti rumah saya pada
tahun 2016 yang lalu terbakar, walaupun sempat dipadamkan oleh pemadam
Berau namun banyak sekali yang terbakar hanya sisa di bagian ruang tamu saja
yang tidak terbakar habis” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BPBD

Kabupaten Berau telah melaksanakan perannya dalam hal menginformasikan
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daecrah rawan bencana kepada masyarakat di Kabupaten Berau. Walaupun
dalam pelaksanaannya BPBD Kabupaten Berau belum menyusun peta rawan
bencana vang merupakan pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan
kebencanaan di Kabupaten Berau, yang disebabkan anggaran yang belum
mendukung untuk penyusunan peta rawan bencana.

Berikut ini adalah daftar anggaran selama tiga tahun sejak berdirinya
BPBD Kabupaten Berau.

Tabel 4.4 Daftar Anggaran BPBD Kabupaten Berau

NO TAHUN JUMLAH SUMBER ANGGARAN
ANGGARAN ANGGARAN
1 2015 Rp. 8.320.375.000 APBDII
2 2016 Rp. 2.319.475.000 APBD II
3 2017 Rp. 2.319.475.000 APBD II

Sumber : Data Profil BPBD Kabupaten Berau
Dari tabel di atas diketahui bahwa anggaran belanja BPBD Kabupaten
Berau pada tahun 2015 cukup besar, namun hal tersebut sebagian besar telah di
alokasikan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran yang sudah mendesak
untuk dilakukan peremajaan, karena mobil pemadam yang ada usianya rata-rata
lebih dari 10 tahun bahkan ada yang 15 tahun. Pada tahun berikutnya terjadi
pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan terjadinya
defisit anggaran pemerintah dan BPBD Kabupaten Berau hanya mendapatkan
alokasi sebesar 2,3 milyar yang seluruhnya sudah dialokasikan untuk berbagai
kegiatan, begitu juga pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran yang
sama pada tahun sebelumnya, sehingga rencana untuk penyusunan peta rawan

bencana Kabupaten Berau masih belum bisa direalisasikan. Idealnya alokasi
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anggaran pada tahap kesiapsiagaan adalah lebih besar dari kegiatan lainnya,
karena di sini diperlukan untuk penguatan ketangguhan masyarakat dalam
menghadapi bencana, sedangkan alokasi anggaran yang ada pada setiap tahun
hanya sekitar 140 juta untuk tahap kesiapsiagaan.

Dalam menginformasikan daerah. rawan bencana, BPBD Berau
melaksanakan di setiap kampong yang mempunyai resiko terjadinya bencana.

Berikut ini adalah daftar pelaksanaan sosialisasi dalam rangka
menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat yang telah

dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Berau.

Tabel 4.5 Daftar Pelaksanaan Sesialisasi daerah rawan bencana Tahun 2016

No Kampung Tempat Pelaksanaan | Jumlah Hadir
1 | Bena Baru Balai Kampung | 2 Februari 2016 45 orang
2 Gimung Tabur Balai Kampung | 8 Februari 2016 50 orang
3 | Labanan Balai Kampung | 22 Februari 2016 52 orang
4 | Pegat Bukur Balai Kampung 2 Maret 2016 55 orang
5 | Tabalar Balai Kampung 9 Maret 2016 45 orang
6 | Tanjung Redeb Balai Kampung 23 Maret 2016 62 orang
7 | Tanjung Ratu Balai Kampung 5 April 2016 46 orang
8 | Tepian Buah Balai Kampung 11 April 2016 50 orang
9 | Tumbit Melayu Balai Kampung 10 Mei 2016 55 orang

10 | Sambaliung Balai Kampung 16 Mei 2016 55 orang

Sumber : Data Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau

Dalam

pelaksanaan

sosialisasi

kebencanaan termasuk dalam

menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat selain nara
sumber dari BPBD Kabupaten Berau juga berkoordinasi dengan TNI sebagai
nara sumber, yang menyampaikan tentang daerah rawan bencana dan

bagaimana dalam menghadapinya bila terjadi bencana. Dalam setiap
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sosialisasi yang diadakan di kampung, dihadiri oleh kepala kampung dan aparat
kampung, juga para ketua RT serta masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada
di kampung tersebut dan dilaksanakan di balai kampung dengan jumlah peserta
yang hadir lebih kurang 50 orang. Media yang digunakan dalam pelaksanaan
sosialisasi adalah dengan menggunakan media infokus yang menampilkan juga
gambar-gambar serta video tentang kebencanaan dan bagaimana cara
menghadapinya serta dilakukan tanya jawab dan diskusi antara peserta
sosialisasi dan nara sumber.

. Peran BPBD Kabupaten Berau dalam Menyusun dan menetapkan
prosedur tetap penanganan bencana

Hasil penelitian tentang peran BPBD Kabupaten Berau dalam menyusun dan
menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sudah memiliki aturan dan
Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan
prosedur tetap yang diberikan oleh BNPB, namun untuk prosedur tetap yang
disusun sendiri oleh BPBD Kabupaten Berau masih dalam tahap penyusunan.
Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau Bapak M yang mengatakan sebagai
berikut:

“Dalam hal prosedur tetap pelaksanaan penanganan bencana BPBD Berau
memang masih menggunakan standar prosedur yang dari pusat. Untuk standar
prosedur yang di dacrah BPBD Berau masih belum menetapkannya karena
masih dalm proses penyusunan. Jadi sampai saat ini BPBD Berau bekerja
berdasarkan standar prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB. Penyusunan
prosedur tetap penangnan bencana ini dilakukan oleh seluruh bidang yang ada
di BPBD Berau, mulai dari bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang
Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang
kemudian bila sudah tersusun akan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD
Berau dan ditetapkan oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Berau,

sehingga dalam pelaksanaan penanganan kebencanaan di Kabupaten Berau
nantinya berdasarkan prosedur tetap yang sudah disusun oleh BPBD Berau
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sendiri. Seharusnya memang prosedur tetap ini merupakan dasar dalam
melaksanakan tugas, sehingga apabila terjadi bencana kita sudah memiliki cara
kerja yang jelas” (Wawancara Senin, 16 Januari 2017)

Bapak M mengatakan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki
SOP tentang penanganan bencana bila suatu saat téljadi bencana di Kabupaten
Berau yang berasal dari pusat atau BNPB, namun untuk prosedur tetap yang
dibuat oleh BPBD Berau sendiri masih dalam proses penyusunan,

Begitu pula dengan apa yang disampaikan Kepala Seksi Pencegahan
BPBD Kabupaten Berau Bapak D dalam wawancara mengatakan:

“BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki aturan yang jelas tentang
penanganan Bencana. Aturan tersebut ada di buku yang dikirim dari BNPB.
Jadi kami dalam melaksanakan tugas apabila terjadi bencana kami
mempedomani petunjuk di buku saja. Intinya dalam penanganan bencana di
Kabupaten Berau sudah ada aturannya. Walaupun BPBD Berau belum
menyusun dan menetapkan SOP yang dibuat oleh BPBD sendiri, namun saat
ini kami masih dalam proses untuk membuat SOP yang nantinya akan
menjadi pedoman pelaksanaan penanganan bencana di daerah. Proses
penyusunan SOP ini melibatkan seluruh bidang yang ada di BPBD termasuk
juga bidang kesekretariatan, yang juga harus memiliki SOP bagaimana cara
pencairan dana bila terjadi tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati
dengan mengpgunakan dana BTT atau biaya tidak terduga” (Wawancara
Selasa,17 Januari 2017)

Dalam wawancara tersebut Bapak D mengatakan bahwa aturan dalam
penanganan bencana sudah ada dalam bentuk buku yang didapatkan dari
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sedangkan prosedur tetap yang
disusun sendiri oleh BPBD Berau masih belum tersusun atau masih dalam
proses penyusunan, di mana setiap bidang bertanggung jawab terhadap SOP
yang disusunnya yang kemudian dilakukan revisi oleh kepala pelaksana,
sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan masih berpedoman pada prosedur tetap

yang dikeluarkan oleh BNPB.
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Senada dengan Bapak R sebagai Kepala Seksi Kesiapsiagaan
Kabupaten Berau dalam wawancara mengatakan:

“Kami sudah memiliki prosedurnya sejauh ini dalam penanganan bencana
walaupun masih dari pusat atau BNPB, kalau untuk menyusun sendiri SOP
yang di daerah kami masih dalam proses penyusunan, pada kejadian bencana
khususnya pra bencana kita jelas di semua tahapan salah satunya
memberdayakan forum masyarakat, kemudian kita memanfaatkan apparat
kampung, mereka juga kita bekali dengan pengetahuan bagaimana untuk
mengenali peluang dan potensi bencana di kampung masing-masing.
Kemudian untuk survey sudah jelas akan mengamati terkait potensi bencana
di setiap kampung, itu di tahap bencana. Pada saat bencana kita segera
menurunkan tim reaksi cepat untuk intervensi langsung terjun lapangan.
Kemudian pasca benca, itu banyak sekali kerusakan akibat bencana, jelas
salah satunya adalah kondisi kesehatan masyarakat, maka kita mempunyai
tanggung jawab dalam memulibkan kondisi korban bekerjasama ataupun
koordinasi dengan instansi terkait lainnya, Dalam proses penyusunan SOP kita
melibatkan semua bidang yang ada di BPBD Berau, masing-masing bidang
menyusun apa saja prosedur-prosedur yang harus disusun dalam penanganan
dari mulai pra, pada saat maupun pasca terjadinya bencana. Setelah nanti kami
selesai menyusunnya akan ditetapkan oleh kepala pelaksana yang kemudian
disyahkan oleh bagian hukum pemerintah Kabupaten Berau. Sehingga
nantinya bila sudah disusun dan ditetapkan SOP yang dibuat oleh daerah
;maka akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
secara prosedural” (Wawancara Rabu, 18 Januari 2017)

Bapak R menyampaikan juga bahwa BPBD Kabupaten Berau telah
memiliki prosedur tetap dalam penanganan bencana bila terjadi di Kabupaten
Berau, khususnya pada saat sebelum terjadi bencana adanya pemberdayaan
kepada forum masyarakat dan pemberdayaan aparat kampung yang juga
dibekali dengan pengetahuan kebencanaan dalam hal pengenalan potensi
bencana. Namun untuk '.prosedur tetap yang ditetaﬁkan_ oleh daerah masih

dalam proses penyusunan dalam arti bahwa BPBD Berau masih belum

menetapkan prosedur tetap di daerah dalam pelaksanaan tugas kebencanaan.
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Wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga masyarakat
Kabupaten Berau di Kampung Tumbit Melayu dengan Bapak A dan Bapak B,
Bapak A mengatakan sebagai berikut:

“Mungkin kalau prosedur mereka sudah memiliki prosedur dalam hal
penanganan bencana, masa BPBD Kabupaten Berau tidak mempunyai
prosedur dalam menangani bencana yang terjadi. Kalau mereka kerja tidak
ada prosedur bisa tidak terarah mereka dalam bekerja” (Wawancara Sabtu, 21
Januari 2017)

Bapak B sebagai warga masyarakat Kampung Tumbit Melayu menyampaikan
penjelasannya sebagai berikut : o

“Kalau prosedur tetap BPBD Berau mungkin sudah memilikinya, kan apabila
melaksanakan suatu pekerjaan seharusnya ada petujuk apa yang akan dan
harus dilakukan bila terjadi bencana, tapi saya juga belum tahu bagaimana
bentuknya prosedur tetap yang dimiliki BPBD Berau” ” (Wawancara Sabtu,
21 Januari 2017)

Bapak A belum mengetahui dengan pasti apakah BPBD Berau telah
memiliki prosedur dalam penganan bencana atau belum, tapi beliau
meyakinkan bahwa seharusnya BPBD memang harus memiliki prosedur
dalam penanganan bencana agar lebih terarah dalam pelaksanaannya dan
Bapak B juga mengatakan belum pernah melihat atau belum tahu bentuk dari
prosedur tetap BPBD Berau walaupun juga menyampaikan seharusnya sudah
ada petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Begitu juga hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan Warga
masyarakat Kabupaten Berau di Kelurahan Gunung Tabur Bapak E dan Bapak
G. Bapak E yang mengatakan bahwa :

“Kami rasa BPBD Kabupaten Berau telah memiliki prosedur dalam bila
terjadi bencana, misakan saja pada saat terjadi banjir di wilayah kami, mereka

dengan perlengkapan dan peralatannya hadir di tengah masyarakat untuk
melakukan pertolongan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat yang
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terkena banjir, walaupun terkadang lambat mungkin karena terlambatnya
informasi kejadian diterima oleh BPBD” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)
Bapak G sebagai warga Kelurahan Gunung Tabur menyampaikan
penjelasannya sebagai berikut :
“Saya rasa BPBD Berau sudah ada ya prosedur tetapnya kalau menangani
bencana, misalnya saja pada saat rumah saya terbakar, ada mobil pemadam
yang datang terlebih dahulu satu mobil yang standby di Gunung Tabur,
padahal saya menelpon PMK yang di Tanjung, tidak lama kemudian ada
beberapa lagi mobil PMK yang datang untuk memadamkan rumah saya yang
terbakar, kalau tidak ada prosedurnya mungkin rumah saya ludes habis
terbakar tidak ada sisa. Memang saya belum pernah melibat secara langsung
mengenai prosedur tetap yang dimiliki oleh BPED karena pada saat sosialisasi
di kelurahan juga tidak disampaikan” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Bapak E dan Bapak G juga menyampaikan bahwa BPBD Kabupaten
Berau telah memiliki prosedur dalam hal pengananan bencana yang dilihat
- dari setiap ada kejadian bencana BPBD hadir di tengah masyarakat dengan
perlengkapan dan peralatan untuk melakukan pertolongan dan bantuan kepada
masyarakat terdampak bencana. Walaupun mereka juga mengatakan bahwa
belum pernah melihat secara langsung mengenai prosedur tetap yang dimiliki
oleh BPBD Berau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPBD Kabupaten
Berau dan dua orang tokoh masyarakat dan juga warga masyarakat di atas
menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki prosedur yang
jelas atau sudah memiliki aturan dalam hal menghadapi bencana di lapangan
yang tertera di buku petunjuk dalam menghadapi bencana yang terjadi.
Walaupun prosedur tetap tersebut adalah yang diberikan oleh pusat dalam hal

ini adalah BNPB, sedangkan untuk prosedur tetap yang dibuat oleh BPBD
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Berau sendiri dikatakan masih dalam proses penyusunan sehingga belum ada
penetapan dokumen prosedur tetap BPBD Berau.

Hasil observasi peneliti di lapangan bahwa BPBD Kabupaten Berau
sudah memiliki buku petunjuk dan aturan dalam hal menghadapi bencana
alam, yaitu berupa Prosedur Tetap Penanganan Bencana dari BNPB
sedangkan yang dibuat sendiri oleh BPBD Berau masih dalam proses
penyusunan yang berupa draft SOP yang masih belum ditetapkan oleh kepala
pelaksana BPBD. _
o Belum ditetapkannya SOP seba;;i acuan pelaksanaan kegiatan
kebencanaan di daerah ini dikarenakan masih ada bidang yang belum selesai
dalam melaksanakan penyusunan SOP tersebut dan masih ada beberapa revisi
yang dilakukan oleh kepala pelaksana BPBD pada draft SOP yang telah
disusun. Bila seluruh SOP telah disusun masing-masing bidang dan revisi

terhadap draft SOP telah dilaksanakan, maka akan ditetapkan oleh kepala

pelaksana BPBD Kabupaten Berau

. Peran BPBD Kabupaten Berau dalam Penyaluran barang bantuan pada

masyarakat terdampak bencana.

Hasil penelitian tentang peran BPBD Kabupaten Berau dalam
penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana sudah dilakukan dan sudah
didistribusikan pada saat terjadi bencana. Berikut kutipan.hasil wawancara
dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Berau
Bapak M yang mengatakan bahwa:

“BPBD Berau dalam setahun sebanyak dua kali menerima bantuan logistik
dari BNPB yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi Kaltim. Bantuan

tersebut berupa sandang, pangan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh
masyarakat yang terkena bencana, termasuk juga bantuan tenda untuk
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pengungsi dan tenda keluarga. Selama ini bila terjadi bencana Kami sudah
melakukan pendistribusian barang bantuan dengan jelas dan terbagi rata,
penyaluran barang dapat merata dan tepat sasaran, sehingga benar benar
didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Namun kadangkala
masyarakat sering tidak sabar apabila ada bantuan, harus segera
mendapatkannya, menganggap petugas lambat dalam memberikan atau
menyalurkan barang bantuan tersebut” (Wawancara Senin, 16 Januari 2017)

Dalam hal bantuan Bapak M mengatakan bahwa ada bantuan langsung
dari pusat yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi yang selanjutnya akan
didistribusikan kepada masvarakat apabila terjadi bencana.

Hasil wawancara di atas sejalan-juga dengan hasil wawancara dengan

Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Berau Bapak D yang mengatakan
dalam melakukan pendistribusian barang bantuan BPBD melakukan
kerjasama dengan kepala kampung atau para ketua RT (Rukun Tetangga) agar
pendistribusian yang dilakukan dapat merata dan tepat sasaran. Berikut adalah
yang disampaikan oleh Bapak D :
“pada saat pra bencana kita sudah ada kerjasama dengan kepala kampung dan para
ketua RT untuk penditribusian bantuan kepada masyarakat. Sementara itu
bidang kedaruratan dan logistik sudah memiliki barang logistik dari mulai hal
yang dibutuhkan korban, mulai dari beras itu sudah dipersiapkan. pasca
bencana kita mengusahakan untuk membuat pelaporan bencana alam kepada
pemerintah daerah” (Wawancara Selasa, 17 Januari 2017)

Sementara itu hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesiapsiagaan
BPBD Kabupaten Berau Bapak R mengatakan bahwa sudah melakukan
koordinasi dengan dinas lain dan mempunyai tim untuk pelaksanaan
pendistribusian saat terjadi bencana agar merata. Berikut kutipan hasil
wawancara yang telah dilakukan, bahwa Bapak R mengatakan :

“BPBD Berau mempunyai beberapa kegiatan, termasuk untuk menggali dan

melihat potensi kebencanaan, juga dalam bentuk sosialisasi kebencanaan,
informasi daerah rawan bencana, walaupun belum memiliki peta rawan
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bencana, memberikan treatment slogan-slogan bencana dengan sosialisasi atau
lainya. termasuk memenuhi kebutuhan pada saat terjadi bencana. Dengan
melakukan koordinasi dengan dinas lain yaitu dengan adanya tim reaksi cepat.
Di mana BPBD mempunyai tiga fungsi yaitu komando, koordinasi dan
pelaksana itu sudah terakumulasi, karena pada saat terjadi bencana, untuk
spesifik tugas berada di lintas sektor atau lintas bidang. BPBD Berau
mendapatkan bantuan dari pusat berupa logistik sandang pangan dan lainnya
termasuk peralatan kesehatan dan peralatan dapur, yang akan didistribusikan
kepada masyarakat yang terkena bencana di mana sebelumnya dilakukan
pendataan tentang jumlah masyarakat yang terkena bencana, sehingga tidak
terjadi kekurangan dalam pendistribusian barang bantuan. Diharapkan semua
masyarakat yang terkena bencana mendapatkan bantuan kebutuhan pokok”
(Wawancara Rabu, 18 Januari 2017)

Sementara itu Tokoh masyarakat Kabupaten Berau mengatakan bahwa
petugas apabila terjadi bencana terkadang lambat dalam memberikan
pertolongan maupun bantuan. Kadangkala banfuan yang diberikan tidak
merata dalam hal pendidtribusian bantuan kepada masyarakat apabila terjadi
bencana.

Berikut adalah yang dikatakan oleh Bapak A sebagai tokoh masyarakat
di Kampung Tumbit Melayu :

“kalau ada bencana misalnya banjir atau kebakaran biasanya petugas BPBD
terkadang lambat datangnya ke daerah bencana, mungkin juga karena
informasi dari masyarakat yang lambat atau yang lainnya. Kalau soal bantuan
biasanya pemberiannya dilakukan melalui kepala kampung dan juga RT
setempat kemudian baru disampaikan kepada masyarakat yang terdampak
bencana” (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak B sebagai warga
masyarakat di Kampung Tumbit Melayu, yang mengatakan bahwa :

“Untuk penyaluran barang, saya pernah melihat BPBD Berau membagikan
untuk korban kebakaran rumah di Teluk Bayur, makanan-makanan yang siap
untuk disajikan dan juga pakaian terutama untuk ibu-ibu, anak sekolah dan
bayi, ada juga peralatan kesehatan dan peralatan dapur. Sepertinya BPBD
Berau sudah menyiapkan bantuan-bantuan tersebut untuk diberikan kepada
masyarakat yang terkena musibah bencana” (Wawancara Sabtu, 21 Januari
2017)
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Bapak E sebagai tokoh masyarakat di Kelurahan Gunung Tabur, juga
memberikan tanggapan bahwa :

“dalam hal pemberian bantuan yang saya tau bahwa BPBD itu memberikan
secara merata kepada masyarakat yang terkena bencana walaupun kadang
juga terlambat dalam pendistribusiannya, mungkin karena harus mengetahui
data masyarakat yang terdampak bencana terlebih dahulu berapa jumlahnya
baru didistribusikan bantuannya™ (Wawancara Sabtu, 21 Januari 2017)

Begitu pula dengan penjelasan dari Bapak G sebagai warga
masyarakat di Kelurahan Gunung Tabur, yang mengatakan :

“Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BPBD Berau, karena
pada saat saya terkena musibah kebakaran rumah, besoknya saya langsung
mendapatkan bantuan dari BPBD yang jumlahnya lumayan. Ada beras,
makanan siap saji, pakaian anak sekolah, pakaian bayl dan juga pakaian
dewasa, peralatan dapur termasuk kompor juga saya diberi. Tapia da tetangga
saya yang rumahnya juga ada sedikit terbakar tapi tidak sampai habis tidak
mendapatkan bauntuan, mungkin tidak didata oleh BPBD, atau tidak semua
mendapatkan bantuan, sehingga dia merasa bahwa BPBD tidak adil dan
dianggap pilih kasih padahal dia juga terkena musibah, seperti yang saya
alami walaupun tidak separah rumah saya yang terbakar” (Wawancara Sabtu,
21 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BPBD
Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi bencana sudah
dilakukan dan sudah didistribusikan dengan melakukan koordinasi dengan
kepala kampung dan para ketua RT serta masyarakat setempat. Namun dalam
pelaksanaan pendistribusian masih sering ditemukan masyarakat yang kurang
memahami peran atau tugas BPBD Kabupaten Berau yaitu masyarakat sering

menyalahkan petugas dan menganggap petugas lambat dan tidak merata dalam

hal pendistribusian bantuan kepada masyarakat apabila terjadi bencana.
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Hasil observasi peneliti di lapangan bahwa BPBD Kabupaten Berau
sudah memberikan pendistribusian bantuan kepada masyarakat dengan
melakukan koordinasi dengan Kepala Kampung dan para ketua RT serta
masyarakat setempat.

BPBD Kabupaten Berau setiap tahunnya mendapatkan bantuan
logistik dari BNPB yang disalurkan melalui BPBD Propinsi Kalimantan
Timur. Setiap BPBD kabupaten/Kota mendapatkan penyaluran logistik dari
BPBD Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan pembagian yang telah
ditetapkan oleh BPBD Pro;insi. Setiap ada bantuan dari BNPB, kemudian
BPBD Propinsi mengirim surat ke setiap BPBD Kabupaten/kota untuk dapat
mengambil secara langsung di BPBD Propinsi Kalimantan Timur, demikian
juga BPBD Kabupaten Berau setiap tahunnya mendapatkan bantuan logistik
yang nantinya akan disalurkan pada masyarakat yang terdampak bencana.

Mekanisme dalam penyaluran bantuan logistik adalah dengan
melakukan pendataan jumlah korban yang terdampak bencana, yang
didapatkan meialui laporan dari aparat kampung setempat dan juga petugas
BPBD yang terjun langsung ke lokasi kejadiah bencaﬁa. Setelah data jumlah
korban didapatkan, maka dipersiapkan logistik apa saja yang menjadi
kebutuhan pada masyarakat korban bencana tersebut. Sebelum didistribusikan
terlebih dahulu BPBD berkoordinasi dengaﬁ kepaia kampung dan juga para

ketua RT agar penyaluran banfuan sesuai dengan data korban yang telah

didapatkan sebelumnya.
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Berikut ini adalah daftar bantuan logistik yang diterima oleh BPBD

Kabupaten Berau dan BNPB yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi

Kalimantan Timur.

Tabel 4.6 Daftar Bantuan Logistik BPBD Kabupaten Berau

No Jenis Barang Bantuan Jumlah Perl[l‘;g?{ldaan Keterangan
1 | Makanan Siap Saji 50 Paket 2015 Baik
> | Makanan Tambahan Gizi | 100 | Paket | 2015 Baik
3 | Makanan Lauk Pauk 100 | Paket 2015 Baik
4 | Kesehatan Keluarga 20 Paket 2015 Baik
5 | Family Kit 25 Paket 2015 Baik
¢ | Sandang 25 Paket 2015 Baik
7 | Selimut 25 | Lembar 2015 Baik
g | Kid Ware 15 Paket 2015 Baik
9 | Tenda Gulung/Terpal 20 | Lembar 2015 Baik

10 | Tikar 20 | Lembar 2015 Baik
11 | Matras 20 | Lembar 2015 Baik
12 | Karung 500 | Lembar 2015 Baik
13 | Masker 500 | Lembar 2015 Baik
14 | Dapur Keluarga 3 Paket 2015 Baik
15 { Kantong Mayat 10 | Lembar 2015 Baik
16 | Beras 35 zak 875 Kg 2015 Baik
17 | Baju Kaos 12 | Lembar 2015 Baik
18 [ Baju Hem 12 | Lembar 2015 Baik
19 | Handuk 20 | Lembar 2015 Baik
20 | Wajan I5 Buah 2015 Baik
91 | Panci (4 Dos) 24 Buah 2015 Baik

Sumber : Dokumen Berita acara serah terima barang
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C. Pembahasan

Hal yang sering dikeluhkan oleh masyarak:at yang tertimpa bencana
adalah kekurangsigapan pemerintah dalam: menangani dampak yang
ditimbulkan oleh bencana. Sering kali bencana hanya ditanggapi secara
parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana kadang hanya ditanggapi dengan
pendekatan tanggap darurat (emergency response). Kurang adanya kebijakan
pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar departemen
dianggap sebagai b_cberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat
terjadi. Terlalu pa;]ang dan berliku-likunya proses birokrasi juga kadang
menjadi penyebab terasanya kekurangsigapan pemerintah dalam menangani
dampak pasca bencana.

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab
dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Secara khusus tanggung
jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di

tingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di

tingkat pemerintah daerah.

Tugas BNPB antara lain (1) Memberikan pedoman dan pengarahan
terhadap PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
PB, (3) Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, (4)
Melaporkan penyelenggaraan PB kepada Presiden 1 kali per bulan dalam
kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, (5)
Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional
dan internasional, (6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang

diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (7)
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Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

dan (8) Menyusun pedoman pembentukan BPBD.

Sementara itu tugas BPBD antara lain (1) Memberikan pedoman dan
pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap
PB, (2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan PB, (3)
Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, (4)
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap (protap) PB, (5) Melaksanakan
penyelenggaragg PB di wilayahnya, (6) Melaporkan penyelenggaraan PB
kepada kepala daerah 1 kali per bulan dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana, (7) Mengendalikan pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang, (8) Mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), dan (9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Berau sudah
melaksanakan perannya dalam menginformasikan daerah rawan bencana
kepada masyarakat, yang dilakukan di setiap kampung walaupun belum
seluruh kampung mendapatkan informasi daerah rawan bencana, yang
diprioritaskan adalah kampung yang memang resiko terhadap terjadinya
bencana. Dalam pelaksanaan sosialisasi dan informasi daerah rawan bencana
memang belum menggunakan peta rawan yang merupakan patokan awal
untuk menentukan suatu daerah dikatakan rawan bencana. Namun dalam
pelaksanaannya sudah menginformasikan daerah rawan bencana melalui

sosialisasi kebencanaan dan menggunakan peta rawan bencana yang dibuat
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oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur walaupun belum merata karena
belum semua kampung mendapatkan informasi tersebut, terutama dilakukan
pada kampung-kampung yang memang benar-benar pada daerah rawan
bencana. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan
sosialisasi di seluruh kampung yang ada di Kabupaten Berau dan juga
diperlukannya biaya yang sangat besar dalam penyusunan peta rawan
bencana, sedangkan anggaran yang ada hanya cukup untuk kegiatan yang
sudah berjalan. Walaupun setiap tahun dalam penyusunan rencana anggaran
satuan kexj; perangkat daerah, BPBD Kabupaten Berau selalu merencanakan
anggaran penyusunan peta rawan bencana, namun karena minimnya alokasi
anggaran yang diterima BPBD Kabupaten Berau, maka rencana penyusunan
peta rawan tersebut belum dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten
Berau. Sehingpga sampai saat ini BPBD Kabupaten Berau menginformasikan
daerah rawan bencana melalul sosialisasi dan berdasarkan peta rawan
bencana dari BPBD Propinsi Kalimantan Timur saja.

Pembuatan peta rawan bencana tidak ada yang standar, hal ini
disebabkan potensi bencana masil;g—masing daerah tidak sama. Di suatu
tempat yang memeliki risiko terjadinya letusan gunung berapi tentulah tidak
sama dengan suatu daerah yang memiliki risiko banjir lebih besar. Dengan
~ demikian tidak mudah bagi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan
Bencana) membuai standart pembuatan peta ini. Sekali lagi, kondisi Indonesia
ini sangat beragam.

Risiko bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya

tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis risiko bencana
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dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satunya adalah metode
pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Dewasa ini berbagai
pihak telah mencoba untuk menyusun peta risiko bencana, belum adanya
standarisasi dalam metode penyusunan peta risiko menyebabkan setiap
lembaga atau institusi memiliki metode yang berbeda dalam penyusunan peta
risiko. Secara mendasar pemahaman tentang konsep bencana menjadi dasar
yang kuat daJam melakukan pemetaan risiko bencana yang dapat diaplikasikan
kedalam Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat ditampilkan secara
spasial dan menghasilkan peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas dan
peta risiko bencana.

Dalam metode andlisis risiko dengan menggunakan GIS untuk
menghasilkan peta rawan bencana, yang paling utama adalah pemilihan

parameter dan indikator masing-masing anélisis risiko :

1. Analisis ancaman gempa misalnya : sejarah kejadian gempa, zonasi
patahan, struktur geologi, janis batuan, geomorfologi wilayah dan lain-
lain.

2. Analisis ancaman banjir misalnya : peta rawan banjir, jumlah rata-rata
curah hujan, sejarah kejadian banjir, luasan wilayah yang terkena
dampak,jumlah curah hujan, jenis batuan, jenis tanah, morfologi,
kemiringan lereng, densitas sungai dalam suatu DAS dan lain-lain.

3. parameter ancaman longsor misalnya sejarah kejadian longsor, jenis
batuan, kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan dan lain-

lain.
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4. parameter kerentanan misalnya : jumlah penduduk, kepadatan penduduk,
kepadatan pemukiman, jumlah KK miskin, jumlah kelompok rentan,
jumlah rumah di kawasan rawan bencana, jumlah KK di kawasan rawan
bencana, jauh dekatnya pemukiman dari daerah rawan, jumlah penduduk
tidak bisa baca tulis, penggunaan lahan di kawasan rawan, tingkat mata
pencaharian dan lain-lain.

5. parameter kapasitas misalnya : jumlah tenaga kesehatan, jumlah sarana
kesehatan, jumlah penduduk yang sekolab, jumlah sekolah, desa yang
;@ya kebijakan PB, desa yang pernah mendapat pelatihan PB, keberadaan
organisasi PB di masyarakat, keberadaan alat peringatan dini.
Adapun dalam menyusun peta rawan bencana memiliki tahapan sebagai

berikut :

1. Studi literatur dan pengumpulan data sekunder (buku, jurnal, peta
dasar, peta geologi, peta tata guna lahan, peta tanah, peta morfologi,
data demografi dan monografi)

2. Analisis risiko bencana berdasarkan ancaman yang ada sebagai dasar
awal untuk melakah dalam melakukan analisis risiko berbasis peta/GIS

3. Penentuan parameter berdasarkan data-data primer dan sekunder
(parameter ancaman, parameter kerentanan dan parameter kapasitas)
dilakukan secara partisipatif dalam suatu FGD (Focus Group
Discussion)

4. Pengambilan data primer di lapangan

5. Penyusunanan database dan data spasial dalam Sistem Informasi

Geografis
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6. Skoring dan pembobotan pada setiap parameter

7. Pembuatan Peta Tematik dengan metode tumpang susun (overlay)
meliputi Peta Ancaman, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas

8. Pembuatan peta risiko bencana dengan metode tumpang susun dari
total ancaman, total kerentanan dan total kapasitas.

9. Deseminasi kepada semua pihak dalam suatu FGD

10. Publikasi dan evaluasi dalam suatu kegiatan seminar hasil

BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki prosedur yang jelas atau
sudah memiliki aturan dalam hal menghadapi bencana di lapangan yang
tertera di buku petunjuk dalam menghadapi bencana yang terjadi yang
didapatkan dari BNPB, namun untuk prosedur tetap yang disusun sendiri
oleh BPBD Kabupaten Berau masih dalam proses penyusunan. Penyusunan
SOP BPBD ini melibatkan seluruh bidang yang ada, di antaranya adalah
Bidang Pencegahan dan Ke;siapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik,
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan juga di Bidang Keseckretariatan.
Masing-masing bidang menyusun prosedur tetap yang nantinya akan
digunakan sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana di daerah. Jadi
masih belum ditetapkan prosedur tetap yang disusun untuk pelaksanaan
tugas pekerjaan di daerah.

Setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta seharusnya
memiliki prosedur tetap atau SOP (Standard Operating Procedure) di mana
sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan
pekerjaan, Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal

sampai akhir. Suatu instansi yang telah memahami kebutuhan suatu standar
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acuan, agar para pegawai atau karyawan dapat memahami dan melakukan

tugasnya sesuai standar yang dipariskan instansi, menyadari akan

pentingnya pembuatan SOP.

Dalam penyusunan Prosedur Tetap atau Protap sering juga disebut
SOP (Standart Operating Procedure} perlu adanya langkah — langkah
dalam menyusun SOP tersebut, agar tidak rancu dan jelas SOP dapat
dikatakan baik jika semua yang tertulis di dalamya dapat dibaca dan
dimengerti oleh setiap orang yang menggunakannya. Oleh sebab itu
diperlukan suatu cara yang benar dalam pembuatan SOP. Berikut adalah
cara efektif dalam penyusunan SOP :

1. Menuliskan setiap tahapan proses pada suatu prosedur dalam kalimat
yang pendek. Kalimat yang panjang lebih susah dimengerti.

2. Menuliskan setiap tahapan proses pada susatu prosedur dalam bentuk
kalimat perintah. Kalimat perintah menunjukkan langsung apa yang
harus dilakukan,

3. Mengkomunikasikan dengan jelas setiap kata yang digunakan pada
suatu prosedur.

4. Menggunakan istilah — istilah atau singkatan yang memang sudah umum
digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Walaupun SOP memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting,
terkadang kita menjumpai ada beberapa instansi pemerintah, perusahaan
atau lembaga yang tidak melaksanakan SOP secara baik. SOP banya
dipajang di dinding ruang kerja atau dijadikan buku dan disimpan di rak

buku. Para pegawai kurang menyadari bahwa melaksanakan SOP dengan
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baik merupakan cara tepat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari

pekerjaan kita.

BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat
terjadi bencana sudah dilakukan dan sudah didistribusikan dengan
melakukan koordinasi dengan kepala kampung dan para ketua RT serta
masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaan pendistribusian masih
sering ditemukan masyarakat yang kurang memahami peran atau tugas
BPBD Kabupaten Berau yaitu masyarakat masih sering menggangap
petugas lambat dan tidak merata dalam hal pendistribusian bantuan kepada
masyarakat apabila terjadi bencana. Jika diamati, mengapa logistik yang
seharusnya disalurkan dengan cepat kepada korban bancana, sampai
mengalami keterlambatan. Jika hal ini tidak diatasi dengan tanggap, tentu
akan berdampak negatif bagi korban. Kondisi mereka menjadi terlantar
bahkan mereka bisa saja mengalami kelaparan jika stock makanan mereka
telah habis. Oleh karena itu dibutuhkan mekanisme penyaluran logistik yang
efektif dan efisien schingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran

logistik dan para korban dapat menerima bantuan logistik dan peralatan.

Menurut Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) No. 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajeman Logistik dan
Peralatan Penanggulangan Bencana, di jelaskan bahwa tahapan pengelolaan

logistik dan peralatan, meliputi:

1. Perencanaan/inventaris kebutuhan, yaitu tahapan awal untuk mengetahui

apa barang yang dibutuhkan, siapa yang membutuhkan, dimana, kapan
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dan bagaimana cara menyampaikan kebutuhannya. Dalam tahapan ini,
kita juga harus mengetahui  kondisi korban bencana yang akan

ditanggulangi.

2. Penerimaan/pengadaan, yaitu tahapan diterimanya logistik dan peralatan,
kemudian dilakukan pencatatan yang meliputi kategori: dari mana
bantuan diterima, kapan diterima, apa jenis bantuannya, jumlahnya, cara
menggunakan atau mengoperasikannya, apakan ada permintaan untuk

siapa bantuan ini ditujukan. g

3. Pergudangan dan penyimpanan, yaitu langkah dilaksanakannya
penyimpanan barang. Sebelum logistik dan peralatan disimpan harus
dilakukan pencatatan terlebih dahulu yang meliputi: jenis logistik dan
peralatan apa saja yang dimasukkan ke dalam gudang, berapa jumlahnya,
bagaimana keadaannya, siapa yang menyerahkannya, siapa yang
menerimanya. Cara penyimpanan menggunakan metoda barang yang
masuk terlebih dahulu dikeluarkan pertama kali (first-in first-out) dan
atail menggunakn metode last —in first out. Adapun prisedur penyimpanan
dan pergudangan meliputi pemilihan tempat, tipe gudang, kapsitas dan
fasilitas penyimpanan, serta sistem pengamanan dan keselamatan

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Pendistribusian, yaitu penyaluran logistik dan peralatan kepada korban.
Sebelum logistik dan peralatan didistribusikan, harus disusun suatu
pcrenéanaan yang terdiri dari data; siapa saja yang akan menerima,

prioritas bantuan ligistik dan peralatan yang diperlukan, alat tranportasi
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yang akan digunakan, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas

penyampaiannya.

. Pengangkutan, berdasakan data dari perencanaan pendistribusian, maka
dilaksanakan tahapan selanjutnya, yaitu pengangkutan. Data yang
dibutuhkan dalam pengangkutan adalah jenis logistik dan peralatan yang
diangkut, jumliah, tujuan, siapa yang bertanggung jawab diperjalanan
termasuk tanggung jawab dari segi keamanannya, dan siapa yang
bertanggung jawab menyampaikan kepada penerima. Metode
pengangkutan yang dilaksanakan didasarkan pada situasi darurat, kondisi
wilayah yang dituju, kecepatan distribusi, tingkat efektifitas dan efisiensi,

keamanan, keselamatan serta ketersediaan alat angkut.

. Penerimaan tujuan, yaitu tahapan pada saat logistik dan peralatan telah
sampai ditempat tujuan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan adalah
sebagai berikut: (1) mencocokkan antara data di manifest pengangkutan
dengan jenis barang bantuan yang diterima, (2) memeriksa kembali jenis,
jum];s.h, berat dan kondisi barang. (3) mencatat tempat pemberangkatan,
tanggal waktu kedatangan, sarana transportasi, pengirim dan penerima
barang, (4) membuat berita acara serah terima dan tanda bukti

penerimaan.

. Penghapusan, yaitu tahapan apabila logistik dan peralatan dialihkan
kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau hilang atau musnah.

Pengahapusan dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh penjabat
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yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita

acara penghapusan.

8. Pertanggungjawaban, yaitu tahapan pertanggungjawaban terhadap
penanggulangan bencana yang telah dilakukan baik dalam hal keuangan
maupun kinerja, dilakukan pada setiap tahapan proses dan secara
paripurna untuk seluruh proses, dalam bentuk laporan oleh setiap
pemangku proses secara berjenjang dan berkala sesuai dengan prisip

akuntabilitas dan transparansi:

Penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan penanggulangan
bencana menganut pola yang melibatkan sistem kelembagaan mulai dari
tingkat Nasional, propinsi sampai Kota/Kabupaten. Dengan melaksanakan
prosedur penyelenggarakan logistik secara benar sesuai dengan ketentuan,
kita berharap penyaluran logistik dan peralatan yang butuhkan korban

bencana tidak lagi mengalami keterlambatan.

- Hasii dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa peran dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau sudah sesuai
dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Berau Bab III pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Berau mempunyai peran dalam menginformasikan daerah rawan
bencana, walaupun melalui peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD
Propinsi Kalimantan Timur. Di mana dalam pembuatan peta rawan bencana

yang dibuat sendiri oleh BPBD Kabupaten Berau masih belum dilaksanakan
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karena terbentur dengan anggaran yang minim walaupun dalam setiap
penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah BPBD
selalu merercanakannya namun dalam realisasinya masih belum terlaksana
ataupun disetujui oleh bagian anggaran pemerintah Kabupaten Berau, dan juga
dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana masih
dalam proses penyusunan, sehingga belum ditetapkan oleh kepala pelaksana
BPBD Berau, schingpa selama ini dalam melaksanakan tugas kebencanaan
masih berpedoman pada prosedur tetap yang ditetapkan oleh BNPB, dalam
hal penyaluran barang bantuall sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur
yang berlaku.

Penelitian Marwiyanthy Haning (2013) Peran BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan
Bencana Alam (Deskriptif kualitatif mengenai peran BPBD dalam
penanganan bencana alam tanah longsor yang terjadi di wilayah rawan
bencana Kabupaten Karanganyar). Kabupaten Karanganyar adalah salah satu
Kabupaten di Jawa tengah yang mempunyai kemiringan wilayah tinggi.
Sedang potensi yang mungkin terjadi diwilayah seperti ini adalah Tanah
Longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran, dan retakan tanah.

Selain karena kondisi wilayah I_(aranganyar yang rawan bencana,
BPBD juga terbentuk karena sistem penanggulangan bencana yang masih
menitikbertakan pada saat terjadi bencana saja. Sebelum terjadi bencana,
masyarakat hanya menunggu diam dan tidak tahu harus berbuat apa.
Walaupun banyak pernyataan, bahwa Karanganyar sudah tanggap bencana,

.namun faktanya di beberapa daerah di Karanganyar seperti di Kampung
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Gerdu Kecamatan Karangpandan dan di Kampung Tengklik Kecamatan
Tawangm:angu masih ada warga yang tidak berdaya dan kurang mampu
mengenali keadaan alam didaerah sekitar mereka.

Untuk itu peran BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan menghadapi
bencana tersebut dibutuhkan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan
bahaya tanah longsor. Penelitian ini bertujuan unfuk mengetahui peran BPBD
Kabupaten Karanganyar dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana
alam. Dalam hal ini peran BPBD adalah meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam tahap kesiapsiaga;n penanganan bencana alam. Upaya yang perlu
dilakukan baik mitigasi pasif berupa pendidikan sadar bencana, penyuluhan
tentang bencana alam serta karakteristiknya. Dengan upaya-upaya yang
dilakukan dimungkinkan dapat mengurangi dampak bencana dan juga
meminimalisir korban akibat bencana alam. Dibutuhkan peran aktif
masyarakat dan pemerintah juga menjadikan masyarakat peduli bencana. Dari
peran BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu
meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi
mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka masing-
masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan

Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah suatu kondisi suatu
masyarakat yang baik secara invidu maupun kelompok yang memiliki
kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana.
Kesiapsiagaan merupakan - bagian yang tak terpisahkan dari manajemen
bencana secara terpadu. Kesiapsiagaan adalah bentuk apabila suatu saat

terjadi bencana dan apabila bencana masih lama akan terjadi, maka cara yang
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terbaik adalah menghindari resiko yang akan terjadi (UU RI No.24 Tahun
2007).

Kesiapsiagaan adalah Pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan
oleh pemerintah, profesional kebencanaan, komunitas dan individu untuk
secara efektif mengantisipasi, merespon dan mengatasi kejadian bencana dan
dirumuskan dalam analisis Resiko Bencana. Melalui kegiatan Mitigasi.
Pencegahan adalah upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman
bencana dengan cara Pengurangan Resiko Bencana yaitu pelibatan
stakeholder, manajemén resiko bencana, dan strategi peﬂgmangan resiko
bencana. Sedangkan Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana
dengan pembangunan fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi
bencana.

Perubahan paradigma penanggulangan bencana yaitu tidak lagi
memandang penanggulangan bencana merupakan aksi pada saat situasi
tanggap darurat tetapi penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada fase
pra. bencaﬁa yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Sehingpga
semua kegiataﬁ yang berada dalam lingkup pra bencana lebih diutamakan,
Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum adalah: (1) kemampuan menilai
resiko; (2) perencanaan siaga; (3) mobilisasi sumberdaya; (4) pendidikan dan
pelatiban; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) manajemen informasi;
(8) gladi/ simulasi. (UU RI No.24 Tahun 2007).

UU No. 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
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faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dap
dampak psikologis”. Sementara Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)
mendefinisikan bencana dalam formulasi “The serious disruption of the
functioning of society, causing widespread human, material or environmental
losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using
their own resources” yang artinya gangguan serius dari fungsi masyarakat
yang menyebabkan kerugian yang meluas pada manusia, materi atau
lingkungan dan melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk
mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri (Bakornas PBP,
2005).

Dalam penetapan sebuah kebijakan manajemen bencana, proses yang
pada umumnya terjadi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penetapan agenda,
pengambilan keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan
evaluasi kebijakan. Di dalam kasus Indonesfa, Pemerintah Pusat saat ini
berada pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan (BNPB
telah dibentuk dan sedang mendorong proses pembentukan BPBD di daerah).
Sementara Pemerintah Daerah sedang berada pada tahap penetapan agenda
dan pengambilan keputusan. Beberapa daerah yang mengalami bencana besar
sudah melangkai-l lebih jauh pada tahap formulasi kebijakan dan implementasi
kebijakan.

Kebijakan manajemen bencana yang ideal selain harus dikembangkan
melalui proses yang benar, juga perlu secara jelas menetapkan hal-hal sebagai

berikut: Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
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Alokasi sumberdaya yang tepat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta
antara berbagai fungsi yang terkéit, Perubahan peraturan dan kelembagaan
yang jelas dan tegas, Mekanisme kerja dan pengaturan antara berbagai
portofolio lembaga yang terkait dengan bencana.

UU No. 24 tahun 2007 telah menetapkan bahwa pemerintah (pusat)
memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pennggulangan bencana.
Tanggung jawab tersebut mencakup: Pengurangan risike bencana (PRB) dan
pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunaﬁ;
Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; Penjaminan pemenuban hak
masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai
dengan standar pelayanan minimum; Pemulihan kondisi dari dampak
bencana; Pengalokasian anggaran p;enanggulangan bencana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; Pengalbkasian anggaran
penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan Pemeliharaan
arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sementara tanggung jawab pemerintah daerah dirumuskan sebagai
berikut: penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang tt;,rkena
bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat
dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana (PRB) dan pemaduan
pengurangan risikko bencana dengan program pembangunan; dan
pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang memadai.

Pada tataran operasional, UU No. 24 tahun 2007 telah

mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
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(BNPB) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 8 tahun 2008. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dinyatakan BNPB
memiliki tugas sebagai berikut: Memberikan pedoman dan pengarahan
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara
adil dan setara; Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Meny@pﬂk&l informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada
masyarakaﬁ Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Presiden setiap sebulan sekali dalam kondist normal dan setiap saat dalam
icondisi darurat bencana; Menggunakan dan mempertanggungjawabkan
sumbangan/bantuan nasional dan internasional; Mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh
orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.
Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan
bersifat stabil. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan
seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan
fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Robbins, 2006:226).

Robbins, (2006:229) peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan
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(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
kedudukannya, maka ia menj:ala.nkan suatu peranan.,

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan makpa peran yang
dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat
dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut
penjelasan histories, konsep peran‘ semula dipinjam dari kalangan yang
memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada
zaman yunani kuno atau romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang
disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan
lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial (Harahap, dkk,
2007: 854). Menurut Dougherty dan Pritchard (dalam Bauer, 2003:55), teori
peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di
dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola

penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BPBD Kabupaten Berau belum optimal melaksanakan perannya dalam
menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat karena
belum seluruh kampung mendapatkan informasi daerah rawan bencana.
informasi lebih diprioritaskan pada kampung-kampung yang memang
berada pada daerah rawan bencana. Sosialisasi dan informasi daerah rawan
bencana yg dilakukan belum menggunakan peta rawan yang dibuat BPBD
Kabupaten Berau yang merupakan patokan awal untuk menentukan suata
daerah dikategorikan rawan bencana, tetapi menggunakan peta rawan

bencana yang dibuat oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

. BPBD Kabupaten Berau dalam hal menghadapi bencana yang terjadi
masih menggunakan buku petunjuk dari BNPB, hal tersebut dilakukan
karena prosedur tetap atau SOP yang dibuat BPBD Kabupaten Berau
masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan sehingga belum
bisa dijadikan sebagai acuan dalam menghadapi bencana yang terjadi.

. BPBD Kabupaten Berau dalam penyaluran barang bantuan saat terjadi
bencana sudah dilakukan dan sudah didistribusikan dengan melakukan
koordinasi dengan kepala kampung dan para RT serta masyarakat

setempat.
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B. Saran

1. BPBD Kabupaten Berau hendaknya segera menyusun Peta rawan bencana
dan menginformasikan daerah rawan bencana kepada seluruh masyarakat
secara merata, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap bencana yang
akan terjadi secara tidak terduga. Hal tersebut sangat penting dilakukan
katena Peta rawan bencana merupakan dasar dalam pelaksanaan tugas
kebencanaan.

2. Penyusunan prosedur tetap atau SOP agar dapat dioptimalkan, schingga
dapat ditetapkan dan dijadikz;n dasar dalam pelaksanaan tugas
kebencanaan, karena bila bekerja tanpa adanya prosedur yang jelas di
dacrah maka akan terjadi kesalahpahaman yang akan mengakibatkan
kerugian baik bagi petugas sendiri maupun masyarakat yang menerima
pelayanan.

3. Selain itu BPBD Kabupaten Berau dapat memberikan informasi kepada
masyarakat secara transparan tentang alur pendistribusian barang kepada
masyarakat yang mengalami bencana, sehingga masyarakat tidak menjadi
salah paham kepada BPBD Kabupaten Berau apabila melakukan
pendisribusian bantuan berupa barang kepada korban atau masyarakat
yang terdampak bencana dan tetap selalu berkoordinasi dengan semua

pihak agar tidak terjadi tumpamg tindih dalam pendistribusian bantuan.
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) DALAM KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN

DI KABUPATEN BERAU

1. Identitas Informan Penelitian

Hari/Tanggal
Nama Informan

Jenis Kelamin

Usia

2. Pedoman Wawancara Kepada Pegawai BPBD

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan
daerah rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil
yang didapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon
penjelasannya...

2. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah Menyusun dan
menetapkan prosedur tetap penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah Melaporkan
penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah sefiap
sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi
darurat bencana? Mohon penjelasannya...

4. Apakeh selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan
Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon
penjelasannya...

D reevereenesesnenees 2017

D ereeareeeennens Inisial

Laki Laki Perempuan

20-35 Tahun 36-50 Tahun

> 50 Tahun
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5. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah? Mohon
penjelasannya...

2. Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat dan Masyarakat

L.

Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah
rawan bencana kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menggunakan prosedur
tetap dalam melakukan penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran
barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mchon
penjelasannya...
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari[I‘angga.l/ : 16 Januari 2017

Nama Informan : Tn M/ Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Jenis Kelamin . :Laki Laki

Usia : 54 Tahun

1.

Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah
rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil yang
didapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon penjelasannya..

BPBD Kabupaten Berau memang belum menyusun peta rawan bencana
dan juga yang pasti belum menetapkannya untuk dapat diinformasikan
kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran dalam
penyusunan peta tersebut, di mana dana yang dibutuhkan sangat besar
karena harus ada anggaran untuk konsultan dalam pemetaan rawan
bencana.Sedangkan anggaran yang ada di tahun ini adalah hanya sebesar
2,3 Milyar, lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2015
anggaran yang ada adalah 8,3 Milyar.Namun anggaran tersebut sudah
terserap untuk pengadaan mobil pemadam yang memang sangat mendesak,
serta sudah terserap untuk berbagai macam kegiatan yang lainnya. Begitu
juga anggaran di tahun 2017 ini tidak ada peningkatan, kembali lagi
mendapatkan anggaran sebesar 2,3 milyar. Sedangkan untuk penyusunan
peta rawan memerlukan anggaran sebesar sekitar tujuh ratus juta dan
alokasi anggaran yang ada untuk tahap kesiapsiagaan hanya lebih kurang
140 juta. Selain itu juga belum ada pegawai BPBD yang bisa atau mampu
untuk membuat peta rawan bencana sesuai dengan pedoman. Setiap
menyusun rencana kerja anggaran tahunan kami selalu memasukkan
rencana anggaran untuk penyusunan peta rawan bencana di Kabupaten
Berau, namun setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran disyahkan, anggaran
untuk penyusunan peta rawan bencana tersebut belum disetujui. Walaupun
kami sudah menganalisis ke bagian perencanaan daerah saat asistensi
begitu pentingnya sebuah peta rawan bencana, yang merupakan dasar dari
pada kami bekerja, namun realisasinya belum bisa dilaksanakan Sementara
ini yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah peta rawan bencana
yang dibuat oleh BPBD Propinsi Kalimantan dan hal itu pun masih belum
menyeluruth ke semua kampung yang ada di Kabupaten Berau, Timur
terutama kita sosialisakan pada masyarakat yang memang daerahnya
merupakan rawan bencana. Biasanya jadwal sosialisasi sudah dibuat dan
berkoordinasi dengan aparat kampung untuk pelaksaan sosialisasi daerah
rawan bencana yang dilaksanakan dibalai kampung setempat. Dengan
adanya sosialisasi tersebut masyarakat semakin memahami dan tahu apa
yang harus dilakukan bila nantinya terjadi bencana. Terutama pada daerah
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rawan bencana banjir, sudah dimulai untuk mengantisipasi hal tersebut
dengan membangun rumah panggung,sehingga bila terjadi banjir mereka
masth merasa aman, karena rumahnya tidak sampai terndam banjir walau
lingkungan terendam banjir. '

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap
penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Dalam hal prosedur tetap pelaksanaan penanganan bencana BPBD Berau
memang masih menggunakan standar prosedur yang dari pusat. Untuk
standar prosedur yang di daerah BPBD Berau masih belum menetapkannya
karena masih dalm proses penyusunan. Jadi sampai saat ini BPBD Berau
bekerja berdasarkan standar prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB.
Penyusunan prosedur tetap penangnan bencana ini dilakukan oleh seluruh
bidang yang ada di BPBD Berau, mlai dari bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi, yang kemudian bila sudah tersusun akan ditetapkan oleh
Kepala Pelaksana BPBD Berau dan ditetapkan oleh Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Berau, sehingga dalam pelaksanaan penanganan
kebencanaan di Kabupaten Berau nantinya berdasarkan prosedur tetap yang
sudah disusun oleh BPBD Berau sendiri. Seharusnya memang prosedur
tetap ini merupakan dasar dalam melaksanakan tugas, sehingga apabila
terjadi bencana kita sudah memiliki cara kerja yang jelas.

3. Apakah selama ini BPBD telah Melaporkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali
dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana?
Mohon penjelasannya...

Dalam keadaan terjadi bencana maupun tidak tegjadi bencana BPBD selalu
memberikan laporan secara dokumen kepada Bupati Berau setiap bulannya.

4, Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran
barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon
penjelasannya...

BPBD Berau dalam setahun sebanyak dua kali menerima bantuan logistik
dari BNPB yang didistribusikan melalui BPBD Propinsi Kaltim. Bantuan
tersebut berupa sandang, pangan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh
masyarakat yang terkena bencana, termasuk juga bantuan tenda untuk
pengungsi dan tenda keluarga. Selama ini bila terjadi bencana Kami sudah
melakukan pendistribusian barang bantuan dengan jelas dan terbagi rata,
penyaluran barang dapat merata dan tepat sasaran, sehingga benar benar
didistribusikan secara merata kepada masyarakat., Namun kadangkala




masyarakat sering tidak sabar apabila ada bantuan, harus segera
mendapatkannya, menganggap petugas lambat dalam
memberikan atau menyalurkan barang bantuan tersebut.
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5, Apakah selama ini BPBD telah Mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah?

Mohon penjelasannya...

BPBD Kabupaten Beran memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran
APBD II, di mana semua dana yang digunakan dalam rangka
penanggulangan bencana selalu dipertanggungjawabkan sesuai dengan

aturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Berau.

Z
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 17 Januari 2017

Nama Informan : Tn D / Kasi Pencegahan
Jenis Kelamin : Laki Laki

Usia : 42 Tahun

1.

Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah
rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil yang
dldapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon pen_]elasa:mya

Dalam menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat BPBD
Kabupaten Berau masih menggunakan peta rawan bencana yang dibuat
oleh BPBD Propinsi Kalimantan Timur. BPBD Kabupaten Berau memang
belum menyusun dan menetapkan peta rawan bencana, akan tetapi kita ada
penanganan sebelum bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Atas
dasar geografis Kabupaten Berau yang rawan akan bencana, Walaupun
belum juga ditetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana.
Namun Untuk fungsi komando BPBD ini memegang pucuk pimpinan pada
saat terjadi bencana, kalau tidak terjadi bencana kita tidak berhak untuk itu.
Fungsi Pelaksana misalkan kita mendapatkan aiokasi dana dari APBD kita
langsung melaksanakan saja secara administrasi. Adapun hambatan dalam
penyusunan peta rawan bencana adalah kurangnya anggaran yang
dialokasikan untuk itu, di mana setiap mengusulkan anggaran untuk
penyusunan peta selalu ditolak, mungkin ini hal yang dianggap belum
penting oleh bagian anggaran pemerintah kabupaten Berau padahal Peta
rawan ini sangat penting, karena merupakan dasar kita dalam melaksanakan
tugas kebencanaan.

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

BPBD Kabupaten Berau sudah memiliki aturan yang jelas tentang
penanganan Bencana, Aturan tersebut ada di buku yang dikirim dari BNPB,
Jadi kami dalam melaksanakan tugas apabila terjadi bencana kami
mempedomani petunjuk di buku saja. Intinya dalam penanganan bencana di
Kabupaten Berau sudah ada aturannya. Walaupun BPBD Berau belum
menyusun dan menetapkan SOP yang dibuat olech BPBD sendiri, namun
saat ini kami masih dalam proses untuk membuat SOP yang nantinya akan
menjadi pedoman pelaksanaan penanganan bencana di daerab. Proses
penyusunan SOP ini melibatkan seluruh bidang yang ada di BPBD
termasuk juga bidang kesekretariatan, yang juga harus memiliki SOP
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bagaimana cara pencairan dana bila terjadi tanggap darurat yang ditetapkan
oleh Bupati dengan menggunakan dana BTT atau biaya tidak terduga

Apakah selama ini BPBD telah Melaporkan penyelenggaraan
penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam
kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana? Mohon
penjelasannya...

BPBD selalu melaporkan setiap bulannya kepada Bupati Berau tentang
penanggulangan bencana, baik ifu ada bencana maupun tidak terjadi
bencana, selalu kami laporkan.

4, Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran
--barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon

penjelasannya...

Pada saat pra bencana kit sudah ada kerjasama dengan kepala kampung dan para
ketua RT untuk penditribusian bantuan kepada masyarakat yang terkena
bencana. Sementara itu bidang kedaruratan dan logistik sudah memiliki
barang logistik dari mulai hal yang dibutuhkan korban, mulai dari sandang
pangan hingga tempat tinggal sementara berupa tenda keluarga dan tenda
pengungsi itu sudah dipersiapkan. Pasca bencana kita mengusahakan
untuk membuat pelaporan bencana alam kepada pemerintah dacrah.

Apakah selama ini BPBD telah Mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah?
Mohon penjelasannya...

Mengenai anggaran yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Berau saat ini
masih berasal dari Pemerintah Kabupaten, Yaitu APBD II, dan setiap
penggunaan dana selalu dipertanggungjawabkan sesuai dengan kegiatan
yang telah dilakukan.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ . 18 Januari 2017

Nama Informan : Tn R / Kasi Kesiapsiagaan
Jenis Kelamin : Laki Laki

Usia : 56 Tahun

1.

Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah
rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana dan apa hasil yang
didapatkan dari pemberian informasi tersebut? Mohon penjelasannya..

BPBD Berau memang belum mempunyai peta rawan bencana, namun
demikian BPBD Berau sudah melakukan kesiapsiagaan karena secara
makronya ada bencana alam, non alam dan sosial, khususnya yang
dilakukan tindakan kedaruratan bencana yang terjadi di Kabupaten Kkita,
kita melakukan kegiatan-kegiatan ketanggapdaruratan seperti pertolongan
dan evakuasi bila terjadi banjir dan juga tanah longsor, pertolongan pada
kecelakaan di air hingga melakukan pencarian korban bencana,
memberikan kebutuhan pokok dan sandang, hanya selama ini
untuk bantuannya sendiri terbatas. Kita sudah memberikan sosialisasi
kepada masyarakat tentang daerah rawan bencana terutama pada
masyarakat yang memang daerahnya merupakan rawan bencana.
Dilaksanakan biasanya terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala
kampung, sehingga pada saat pelaksanaan, jumlah masyarakat yang hadir
dapat lebih banyak.

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Kami sudah memiliki prosedurnya sejauh ini dalam penanganan bencana
walaupun masih dari pusat atau BNPB, kalau untuk menyusun sendiri SOP
yang di daerah kami masih dalam proses penyusunan. pada kejadian
bencana khususnya pra bencana kita jelas di semua tahapan salah satunya
memberdayakan forum masyarakat, kemudian kita memanfaatkan apparat
kampung, mereka juga kita bekali dengan pengetahuan bagaimana untuk
mengenali peluang dan potensi bencana di kampung masing-masing.
Kemudian untuk survey sudah jelas akan mengamati terkait potensi
bencana di setiap kampung, itu di tahap bencana. Pada saat bencana kita segera
menurunkan tim reaksi cepat untuk intervensi langsung terjun lapangan.
Kemudian pasca benca, itu banyak sekali kerusakan akibat bencana, jelas
salah satunya adalah kondisi kesehatan masyarakat, maka kita mempunyai
tanggung jawab dalam memulihkan kondisi korban bekerjasama ataupun
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koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Dalam proses penyusunan SOP
kita melibatkan semua bidang yang ada di BPBD Berau, masing-masing
bidang menyusun apa saja prosedur-prosedur yang harus disusun dalam
penanganan dari mulai pra, pada saat maupun pasca terjadinya bencana.
Setelah nanti kami selesai menyusunnya akan ditetapkan oleh kepala
pelaksana yang kemudian disyahkan oleh bagian hukum pemerintah
Kabupaten Berau. Sehingga nantinya bila sudah disusun dan ditetapkan
SOP yang dibuat oleh daerah ,maka akan menjadi pedoman dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana secara prosedural.

. Apakah selama ini BPBD telah Melaporkan penyelenggaraan

penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam
kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana? Mohon
penjelasannya...

Dalam hal pelaporan penanggulangan bencana setiap bulannya kami
memberikan laporan secara tertulis kepada kepala daerah Kabupaten Berau
dalm hal ini adalah Bupati Berau, walaupun tidak ada bencana sekalipun
yang terjadi kami tetap memberikan laporan secara tertulis.

. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan
Penyaluran barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana?
Mohon penjelasannya...

BPBD Berau mempunyai beberapa kegiatan, termasuk untuk menggali
dan melihat potensi kebencanaan, juga dalam bentuk sosialisasi
kebencanaan, informasi daerah rawan bencana, walaupun belum memiliki
peta rawan bencana, memberikan treatment slogan-slogan bencana dengan
sosialisasi atau lainya. termasuk memenuhi kebutuhan pada saat terjadi
bencana. Dengan melakukan koordinasi dengan dinas lain yaitu dengan
adanya tim reaksi cepat. Di mana BPBD mempunyai tiga fungsi yaitu
komando, koordinasi dan pelaksana itu sudah terakumulasi, karena pada
saat terjadi bencana, untuk spesifik tugas berada di lintas sektor atau lintas
bidang. BPBD Berau mendapatkan bantuan dari pusat berupa logistik
sandang pangan dan lainnya termasuk peralatan kesehatan dan peralatan
dapur, yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang terkena bencana
di mana sebelumnya dilakukan pendataan tentang jumlah masyarakat yang
terkena bencana, sehingga tidak terjadi kekurangan dalam pendistribusian
barang bantuan. Diharapkan semua masyarakat -yang terkena bencana
mendapatkan bantuan kebutuhan pokok.
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5. Apakah selama ini BPBD telah Mempertanggungjawabkan penggunaan
anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah?
Mohon penjelasannya...

Dalam hal penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Berau memiliki
anggaran yang bersumber dari APBD II, yang digunakan berdasarkan
DPA yang sudah teralokasi, bila dalam hal penanggulangan bencana
terdapat kekurangan dana, maka bisa menggunakan dana tidak terduga
asalkan ada pernyataan tanggap darurat dari Bupati, dan ini harus
dipertanggungjawabkan penggunaannya.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017

Nama Informan : Tn A / Tokoh Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki

Usia : 49 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah menginformasikan daerah
rawan bencana kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

Kami pernah diberikan informasi tentang daerah rawan bencana, melalui
sosialisasi yang dilaksanakan oleh petugas dari BPBD dibalai kampung
kami, penyampainya menginformasikan tentang lokasi rawan bencana
kepada masyarakat, terutama di daerah kami yang memang merupakan
daerah rawan banjir. Kami juga diberikan informasi tentang bencana dan
bagaimana menghadapinya, sehingga dengan adanya informasi tersebut
kami akan siap dalam hal menghadapi bencana yang sewaktu waktu dapat
terjadi.

2. Apakah selama ini BPBD telah Menyusun dan menetapkan prosedur tetap
penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Mungkin kalau prosedur mereka sudah memiliki prosedur dalam hal
penanganan bencana, masa BPBD Kabupaten Berau tidak mempunyai
prosedur dalam menangani bencana yang terjadi. Kalau mereka kerja tidak
ada prosedur bisa tidak terarah mereka dalam bekerja.

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah mejaksanakan Penyaluran
barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon
penjelasannya...

Kalau ada bencana misalnya banjir atau kebakaran biasanya petugas BPBD
terkadang lambat datangnya ke daerah bencana, mungkin juga karena
informasi dari masyarakat yang lambat atau yang lainnya. Kalau soal
bantuan biasanya peinberiannya dilakukan melalui kepala kampung dan juga
RT setempat kemudian baru disampaikan kepada masyarakat yang
terdampak bencana.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017

Nama Informan : Tn E / Tokoh Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki

Usia : 52 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD telah menginformasikan daerah rawan bencana
kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

yang saya tau pada saat penyampaian sosialisasi tentang bencana di
kelurahan oleh pegawai BPBD Berau, kita diberitahu tentang lokasi-lokasi
rawan bencana di Berau ini, di daerah kami juga rawan terhadap bencana,
terutama bencana kebakaran rumah atau pemukiman dan juga bencana
longsor juga banjir, karena wilayahnya merupakan daerah pertambangan
batu bara, yang suatu saat lubang-lubang bekas galian tersebut bisa saja
jebol dan mengakibatkan banjir bandang.

2. Apakah selama ini BPBD telah menggunakan prosedur tetap dalam
penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Kami rasa BPBD Kabupaten Berau telah memiliki prosedur dalam bila
terjadi bencana, misakan saja pada saat terjadi banjir di wilayah kami,
mereka dengan perlengkapan dan peralatannya hadir di tengah masyarakat
untuk melakukan pertolongan dan bantuan yang diperlukan oleh
masyarakat yang terkena banjir, walaupun terkadang lambat mungkin
karena terlambatnya informasi kejadian diterima oleh BPBD.

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran
barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon
penjelasannya...

Dalam hal pemberian bantuan yang saya tau bahwa BPBD itu memberikan
secara merata kepada masyarakat yang terkena bencana walaupun kadang
juga terlambat dalam pendistribusiannya, mungkin karena harus
mengetahui data masyarakat yang terdampak bencana terlebih dahulu
berapa jumlahnya baru didistribusikan bantuannya.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017

Nama Informan : Tn B / Warga Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki

Usia : 46 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD telah menginformasikan daerah rawan bencana

kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

Saya pernah mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan yang disampaikan
oleh BPBD Berau. Petugas BPBD menyampaikan tentang daerah rawan
bencana yang ada di Kabupaten Berau, Pada saat sosialisasi yang saya ikuti
disampaikan tentang daerah-daerah yang rawan terjadi bencana, terutama di
tempat kami yang memang rawan sekali terjadi banjir, bahkan setiap tahun
selalu saja ada banjir yang membuat gagal panen. Petugas juga
menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya banjir para warga
dihimbau untuk meninggikan bangunan rumah atau membuat rumah
panggung, sehinnga bila terjadi banjir rumah tidak terendam, kami juga
sudah membuat rumah yang tiggi dari tanah, sehingga pada saat banjir, air
tidak sampai masuk rumah, namun semua tanaman rusak akibat banjir yang
tidak bisa kita hindari

2. Apakah selama ini BPBD telah menggunakan prosedur tetap dalam

penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Kalau prosedur tetap BPBD Berau mungkin sudah memilikinya, kan
apabila melaksanakan suatu pekrjaan seharusnya ada petujuk apa yang
akan dan harus dilakukan bila terjadi bencana, tapi saya juga belum tahu
bagaimana bentuknya prosedur tetap yang dimiliki BPBD Berau.

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran

barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon
penjelasannya...

Untuk penyaluran barang, saya pernah melihat BPBD Berau membagikan
untuk korban kebakaran rumah di Teluk Bayur, makanan-makanan yang
siap untuk disajikan dan juga pakaian terutama untuk ibu-ibu, anak sekolah
dan bayi, ada juga peralatan keschatan.dan peralatan dapur. Sepertinya
BPBD Berau sudah menyiapkan bantuan-bantuan tersebut untuk diberikan
kepada masyarakat yang terkena musibah bencana.




43029.pdf

135

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal/ : 21 Januari 2017

Nama Informan : Tn G/ Warga Masyarakat
Jenis Kelamin : Laki Laki

Usia : 49 Tahun

1. Apakah selama ini BPBD telah menginfcrmasikan peta rawan bencana

2.

kepada masyarakat? Mohon penjelasannya...

Di Kelurahan pernah diadakan sosialisasi tentang bencana oleh BPBD
Berau. Waktu itu disampaikan informasi tentang daerah rawan bencana.
BPBD menyampaikan bahwa ada daerah-daerah di Berau ini yang rawan
terhadap bencana, seperti banjir, tanah longsor, bahkan ada angin putting
beliung yang memang pernah terjadi di Berau yang menghancurkan
beberapa rumah di wilayah Sambaliung. Ada juga bencana yang lain tapi
yang paling sering adalah kebakaran hutan dan lahan serta perumahan,
seperti rumah saya pada tahun 2016 yang lalu terbakar, walaupun sempat
dipadamkan oleh pemadam Berau namun banyak sekali yang terbakar
hanya sisa di bagian ruang tamu saja yang tidak terbakar habis.

Apakah selama ini BPBD telah menggunakan prosedur tetap dalam
penanganan bencana? Mohon penjelasannya...

Saya rasa BPBD Berau sudah ada ya prosedur tetapnya kalau menangani
bencana, misalnya saja pada saat rumah saya terbakar, ada mobil pemadam
yang datang terlebih dahulu satu mobil yang standby di Gunung Tabur,
padahal saya menelpon PMK yang di Tanjung, tidak lama kemudian ada
beberapa lagi mobil PMK yang datang untuk memadamkan rumah saya
yang terbakar, kalau tidak ada prosedurnya mungkin rumah saya ludes
habis terbakar tidak ada sisa. Memang saya belum pernah melihat

secara langsung mengenai prosedur tetap yang dimiliki oleh BPBD

karena pada saat sosialisasi di Kelurahan juga tidak disampaikan

3. Apakah selama ini BPBD Kabupaten Berau telah melaksanakan Penyaluran

barang bantuan pada masyarakat terdampak bencana? Mohon
penjelasannya...

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BPBD Berau, karena
pada saat saya terkena musibah kebakaran rumah, besoknya saya langsung
mendapatkan bantuan dari BPBD yang jumlahnya lumayan. Ada beras,
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makanan siap saji, pakaian anak sekolah, pakaian bayi dan juga pakaian
dewasa, peralatan dapur termasuk kompor juga saya diberi. Tapia da
tetangga saya yang rumahnya juga ada sedikit terbakar tapi tidak sampai
habis tidak mendapatkan bantuan, mungkin tidak didata oleh BPBD, atau
tidak semua mendapatkan bantuan, sehingga dia merasa bahwa BPBD tidak
adil dan dianggap pilih kasih padahal dia juga terkena musibah, seperti
yang saya alami walaupun tidak separah rumah saya yang terbakar.
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